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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aparatur Sipil Negara atau yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah (UU No. 20 Tahun 2023). Pegawai ASN berperan sebagai perencana, 

pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari 

intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mencapai 

ASN yang berkualitas, diperlukannya pembinaan kompetensi yang terarah, salah satunya 

adalah Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri (Latsar CPNS). 

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, secara tegas mengatur 

bahwa setiap CPNS wajib mengikuti Latsar sebagai syarat untuk diangkat menjadi Pegawai 

Neger Sipil. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat 2C (1) UU Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara, yang berisi: “Kompeten, yaitu terus belajar dan 

mengembangkan kapabilitas, meliputi: (1) meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

tantangan yang selalu berubah.  Meskipun tidak disebutkan secara langsung, peningkatan 

kompetesi merupakan salah satu fokus utama dalam UU Nomor 20 Tahun 2023. Latsar 

merupakan salah satu bentuk pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi ASN. 

Latsar CPNS memiliki tujuan untuk membentuk PNS yang memiliki integritas moral, 

kejujuran, semangat nasionalisme, berkepribadian unggul serta dilandasi dengan nilai-nilai 

dasar ASN, yaitu BerAKHLAK. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi 

pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Dalam kegiatan 

Latsar CPNS, ada tahapan penting yang harus dilalui peserta, yaitu Aktualisasi. Aktualisasi 

adalah penerapan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan ke 

dalam pelaksanaan tugas di unit kerja. 

Melalui kegiatan aktualisasi, CPNS diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan 

yang ada di lingkungan kerja, merancang solusi kreatif dan juga melaksanakan kegiatan yang 

mendukung pencapaian visi, misi serta tujuan dari organisasi. 
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Dengan demikian, pelaksanaan aktualisasi dalam Latsar CPNS bukan hanya sekadar untuk 

memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi proses untuk pembentukan karakter, 

etos kerja dan juga profesionalisme yang akan menjadi bekal dalam menjalankan tugas sebagai 

PNS yang selalu membawa nilai dasar BerAKHLAK. 

Dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 

tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan 

keahlian. Dalam hal menjalankan tugas tersebut, Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat 

mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan keprotokolan dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dan serta pengelolaan arsip dan perpustakaan (Pasal 165 Persekjen Nomor 

6 Tahun 2021), dalam hal tersebut, Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat 

menyelenggarakan fungsi:  

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Protokol 

dan Hubungan Masyarakat; 

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan keprotokolan dan 

kehumasan; 

3. Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara dan upacara Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal; 

4. Pelaksanaan dukungan kehumasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan Sekretariat Jenderal; 

5. Pelaksanaan dukungan pengelolaan museum Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

6. Pelaksanaan dukungan pengelolaan arsip; 

7. Pelaksanaan dukungan pengelolaan perpustakaan; 

8. Dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang humas, museum, 

arsip, dan perpustakaan; 

9. Penyusunan laporan kinerja biro protokol dan hubungan masyarakat; dan 
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10. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada deputi bidang persidangan 

Dalam menyelenggarakan fungsi serta melaksanaan tugas dan fungsinya, tentu saja Setjen 

DPR RI mengalami beberapa kendala. Dalam penulisan Laporan Aktualisasi ini, penulis 

mengidentifikasi 3 (tiga) isu utama yaitu (1) Belum optimalnya pembagian penugasan 

perindividu di bagian protokol, (2) Masih kurangnya pemahaman terkait pentingnya kerapihan 

dalam penugasan berpakaian bagi protokol, dan yang terakhir (3) Keterbatasan pemanfaatan 

teknologi dalam mendukung tugas protokol”. Setelah mengidentifikasi 3 (tiga) isu utama 

menggunakan analisis tapisan isu APKL, penulis menemukan isu prioritas, yaitu masih 

kurangnya pemahaman terkait pentingnya kerapihan berpakaian dalam penugasan bagi 

protokol di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (Setjen DPR RI). Dalam Laporan Aktualisasi ini, penulis juga telah merumuskan 

alternatif pemecahan dari masalah tersebut. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang 

kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14/K.1/PDP.07/2022 

tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai negeri Sipil 

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

 

C. Tujuan 

Tujuan penulisan Laporan Aktualisasi ini adalah: 

1. Untuk melengkapi kewajiban CPNS untuk mengikuti Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) 

2. Untuk membentuk ASN yang professional dan berintegritas tinggi yaitu melalui 

penerapan nilai-nilai BerAKHLAK 

3. Untuk meningkatkan penguasaan penulis terhadap bidang tugasnya sehingga 

mampu menjalankan tugas dan perannya secara professional dan optimal. 
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D. Manfaat 

1. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 

Mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam kegiatan 

aktualisasi memalui pendekatan esensi Manajemen ASN, SMART ASN dan SMART 

Governance, sehingga memenuhi persyaratan kelulusan sebagai PNS 

2. Bagi Instasi 

Mampu menawarkan solusi alternatif atas permasalahan di unit kerja yang sekaligus 

mendukung penguatan nilai-nilai organisasi. 
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN 

A. Visi dan Misi Organisasi 

1. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI 

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan 

Perwakilan Rakyat, Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki visi dan misi yang menjadi 

arah serta pedoman kerja organisasi, visi dan misi tersebut tertuang secara resmi dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Visi dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(Setjen DPR RI) adalah: 

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung 

Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” 

Sedangkan misi dari Setjen DPR RI adalah sebagai berikut: 

- Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

- Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, 

dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. 

- Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam 

pengambilan keputusan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia. 

2. Visi dan Misi Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat 

Visi dari Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Setjen DPR RI adalah 

“Menyelenggarakan dukungan keprotokolan dan kehumasan kepada DPR RI dan 

Sekretariat Jenderal, serta pengelolaan arsip dan perpustakaan” 

Sedangkan misi dari Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut: 

- Penyusunan dan evaluasi rencana, program dan anggaran di lingkungan Biro 

Protokol dan Hubungan Masyarakat; 

- Pelaksanaan dukungan pengelolaan arsip; 

- Dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang humas, 

museum, arsip dan perpustakaan. 
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B. Struktur Organisasi 

 
 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Setjen DPR RI 

 

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penulis ingin menjelaskan mengenai 

Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat 

membawahi empat bagian, yaitu: 

1. Bagian Protokol, yang membawahi: 

- Kepala Sub-bagian Acara Pimpinan DPR RI dan Sekretariat Jenderal 

- Kepala Sub-bagian Alat Kelengkapan Dewan 

- Kepala Sub-bagian Penyelenggaraan Upacara DPR RI dan Sekretariat 

Jenderal 

2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum 

3. Kepala Bagian Arsip 

4. Kepala Bagian Perpustakaan 

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta 

Adapun tugas Bagian Protokol adalah melaksanakan dukungan keprotokolan 

dalam acara dan upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat 

Jenderal. Penulis merupakan Petugas Protokol di Subbagian Alat Kelengkapan Dewan 

Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 171 (2) Subbagian 

Acara Alat Kelengkapan Dewan mempunyai tugas melakukan dukungan keprotokolan 
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dalam acara alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta 

pelaksanaan dukungan tata usaha Bagian Protokol. Adapun Bagian Protokol, Biro 

Protokol dan Humas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Protokol 

b) Penyusunan bahan kegiatan di bidang keprotokolan 

c) Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dan Sekretriat Jenderal dan pelaksanaan dukungan 

keprotokolan di bandara 

d) Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Alat Kelengkapan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

e) Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal 

f) Pelaksanaan tata usaha Bagian Protokol; dan  

g) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol dan 

Hubungan Masyarakat. 

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 2394/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Hasil Analisis 

Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, Pengelola Keprotokolan mempunyai tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 

a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program/rencana yang telah ditetapkan 

b) Melaksanakan dan menyusun laporan kegiatan 

c) Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan kinerja 

d) Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

  



8 
 

BAB III 

PENETAPAN ISU PRIORITAS 

 

A. Identifikasi Isu 

Merujuk pada UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Keprotokolan 

adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau 

acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai 

bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya 

dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Menurut Peraturan Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 168, Bagian 

Protokol mempunyai tugas melaksanakan dukungan keprotokolan dalam acara dan 

upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal. Dalam 

hal ini, penulis mengidentifikasi beberapa isu utama yang penulis temui di Biro 

Protokol dan Humas khususnya untuk Bagian Protokol, diantaranya: 

1. Belum optimalnya pembagian penugasan perindividu di bagian protokol 

2. Masih kurangnya pemahaman terkait pentingnya kerapihan berpakaian dalam 

penugasan bagi protokol  

3. Keterbatasan pemanfaatan teknologi dalam mendukung tugas protokol 

 

1. Tabel Rumusan Isu 
Tabel 3.1 Tabel Rumusan Isu 

No Rumusan 

Isu 

Kondisi saat ini 

(data dan fakta) 

Dampak apabila 

isu tidak 

diselesaikan 

Kondisi yang 

diharapkan 

Keterkaitan 

dengan 

Kedudukan dan 

Peran ASN 

mendukung 

SMART 

Governance 

1. Belum 

optimalnya 

pembagian 

penugasan 

perindividu 

 

- Berdasarkan data 

penugasan yang 

di share setiap 

harinya, beberapa 

nama sering 

mendapatkan 

penugasan, 

sedangkan 

sisanya hanya 

menunggu  

- Penurunan 

motivasi kerja: 

ASN dengan 

kelebihan beban 

merasa lelah dan 

tertekan, 

sedangkan ASN 

yang kekurangan 

tugas merasa 

tidak dihargai 

- Pembagian 

tugas yang adil 

dan 

proporsional 

berdasarkan 

beban kerja, 

kompetensi, 

dan kapasitas 

masing-masing 

pegawai. 

Keterkaitan dengan 

Manajemen ASN: 

- Pembagian 

tugas yang tidak 

optimal 

berpotensi 

menghambat 

kelancaran 

kegiatan 

protokoler yang 
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No Rumusan 

Isu 

Kondisi saat ini 

(data dan fakta) 

Dampak apabila 

isu tidak 

diselesaikan 

Kondisi yang 

diharapkan 

Keterkaitan 

dengan 

Kedudukan dan 

Peran ASN 

mendukung 

SMART 

Governance 

- Sering terjadinya 

pembagian 

penugasan yang 

kurang merata 

antar individu, 

ada yang sering 

mendapatkan 

penugasan, dan 

ada juga yang 

bahkan belum 

sama sekali 

mendapatkan 

penugasan di 

lapangan. 

 

- Keterampilan 

kurang 

berkembang: 

ASN yang jarang 

mendapatkan 

penugasan tidak 

memiliki 

kesempatan 

untuk mengasah 

kompetensi 

sesuai target 

pengembangan 

- Rasa 

Ketidakadilan: 

Munculnya 

persepsi 

diskriminasi atau 

favoritisme antar 

pegawai 

- Konflik internal 

antar pegawai: 

CASN masih 

sangat 

membutuhkan 

pengalaman, dan 

dimasa masa saat 

ini CASN yang 

jarang 

mendapatkan 

penugasan akan 

merasa cemburu 

dengan CASN 

yang sering 

mendapatkan 

penugasan 

 

- Tersedianya 

SOP pembagian 

tugas yang 

jelas, tertulis, 

dan dipahami 

oleh seluruh 

pegawai. 

- Peningkatan 

koordinasi 

internal 

sehingga tidak 

ada individu 

yang terbebani 

secara 

berlebihan atau 

sebaliknya tidak 

memiliki beban 

kerja yang 

memadai. 

- Terciptanya 

suasana kerja 

yang harmonis 

dan kolaboratif, 

di mana setiap 

pegawai merasa 

dihargai 

kontribusinya. 

 

menjadi bagian 

dari pelayan 

publik.  

Penerapan 

Smart 

Governance 

dalam 

mewujudkan 

pelayanan 

publik yang 

efektif dan 

efisien sangat 

begantung pada 

kualitas 

Aparatur Sipil 

Negara. Sesuai 

dengan UU 

Nomor 20 

Tahun 2023 

Pasal 10 

tentang fungsi 

Aparatur Sipil 

Negara sebagai 

Pelayan 

Publik. 

- ASN dituntut 

mampu 

melaksanakan 

tugas secara 

profesional, 

sehingga 

manajemen 

penugasan yang 

tepat adalah 

keharusan. 
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No Rumusan 

Isu 

Kondisi saat ini 

(data dan fakta) 

Dampak apabila 

isu tidak 

diselesaikan 

Kondisi yang 

diharapkan 

Keterkaitan 

dengan 

Kedudukan dan 

Peran ASN 

mendukung 

SMART 

Governance 

- Protokoler harus 

rapi, 

terkoordinasi, 

dan tepat waktu 

agar 

meningkatkan 

kepuasan publik 

- Pembagian 

tugas yang baik 

mencerminkan 

disiplin, kerja 

sama, dan 

persatuan ASN 

sebagai teladan 

masyarakat. 

2. Masih 

kurangnya 

pemahaman 

terkait 

pentingnya 

kerapihan 

berpakaian 

dalam 

penugasan 

bagi protokol  

- Tidak adanya 

dokumen SOP 

tertulis yang baku 

- Tidak adanya 

standar evaluasi 

pelaksanaan 

penugasan 

- Koordinasi 

kurang efektif 

- Pelayanan 

keprotokolan 

tidak konsisten, 

sehingga 

kualitas 

pelaksanaan 

kegiatan resmi 

menjadi tidak 

seragam 

- Citra 

profesionalisme 

instansi 

menurun 

- Tersusunnya 

SOP penugasan 

keprotokolan 

secara 

sistematis dan 

terdokumentasi 

dengan jells 

mulai dari 

perencanaan, 

pelaksanaan 

hingga evaluasi 

- Standar 

pelayanan 

keprotokolan 

yang seragam 

- Meningkatnya 

profesionalisme 

dan efisiensi 

kerja 

- Penerapan fungsi 

ASN 

berdasarkan UU 

Nomor 20 Tahun 

2023, ASN 

sebagai 

pelaksana 

kebijakan publik 

dituntut 

memberikan 

citra positif dan 

profesional. 

Kurangnya 

pemahaman 

tentang 

kerapihan dalam 

berpakaian bagi 

petugas protokol 

dapat 

mengurangi 

wibawa lembaga 
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No Rumusan 

Isu 

Kondisi saat ini 

(data dan fakta) 

Dampak apabila 

isu tidak 

diselesaikan 

Kondisi yang 

diharapkan 

Keterkaitan 

dengan 

Kedudukan dan 

Peran ASN 

mendukung 

SMART 

Governance 

di hadapan tamu 

negara/pejabat. 

- ASN sebagai 

pelayan publik 

wajib 

menunjukkan 

perilaku dan 

penampilan yang 

sesuai norma. 

Jika penampilan 

tidak rapi, publik 

dapat menilai 

rendah 

profesionalisme, 

sehingga 

menurunkan 

kepercayaan 

masyarakat.  

- ASN sebagai 

perekat bangsa 

dituntut menjadi 

teladan. 

Penampilan yang 

rapi dan seragam 

mencerminkan 

disiplin, 

ketertiban, dan 

integritas ASN. 

3. Keterbatasan 

Pemanfaatan 

Teknologi 

dalam 

Mendukung 

Tugas 

Protokol 

- Absensi tamu 

undangan yang 

masih dilakukan 

dengan tanda 

tangan manual 

- Penyampaian 

undangan resmi 

kepada 

- Inefisiensi kerja 

- Koordinasi 

terganggu 

- Citra birokrasi 

terkesan belum 

modern 

- Proses absensi 

sudah 

menggunakan 

sistem digital 

berbasis QR 

Code maupun 

aplikasi 

sehingga tamu 

- Pemanfaatan 

teknologi rendah 

membuat kinerja 

biro protokol 

tidak maksimal 

dalam 

mendukung 
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No Rumusan 

Isu 

Kondisi saat ini 

(data dan fakta) 

Dampak apabila 

isu tidak 

diselesaikan 

Kondisi yang 

diharapkan 

Keterkaitan 

dengan 

Kedudukan dan 

Peran ASN 

mendukung 

SMART 

Governance 

pejabat/instansi 

masih manual 

- Penyimpanan 

arsip surat-

menuyurat dan 

undangan masih 

berbentuk fisik 

- Potensi 

kehilangan data 

tinggi 

 

 

cukup scan 

untuk registrasi 

- Undangan 

diterima lebih 

cepat, tepat dan 

terjamin 

kerahasiaannya 

- Efisiensi kerja 

meningkat  

kelancaran 

kebijakan publik. 

- ASN dituntut 

untuk 

profesional, 

termasuk dalam 

mengadaptasi 

teknologi digital 

demi efektivitas 

kerja. 

- Tugas protokoler 

berhubungan 

dengan pelayanan 

terhadap pejabat, 

tamu negara dan 

Masyarakat. 

Tanpa teknologi, 

pelayanan jadi 

lambat, tidak 

efisien dan 

berpotensi 

menurunkan 

kepuasan publik 

 

 

 

2. Deskripsi Isu 

a. Isu Ke-1 “Belum optimalnya pembagian penugasan perindividu di Bagian 

Protokol” 

1) Kondisi “Masalah=Isu” saat ini (disertai data dan fakta pendukung), serta 

kondisi yang diharapkan 

Pembagian penugasan per individu di Biro Protokol saat ini belum optimal. 

Hal ini terlihat dari adanya ketidakseimbangan beban kerja, dimana sebagian 

pegawai menerima tugas secara berulang atau berlebihan, sementara pegawai 

lainnya mendapatkan penugasan yang relatif lebih sedikit. Kondisi ini 
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dipengaruhi oleh belum adanya mekanisme baku atau SOP yang mengatur 

pembagian penugasan secara adil, terstruktur, dan berbasis kompetensi. 

Situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan kerja, tumpang 

tindih penugasan, serta kurangnya pemanfaatan maksimal sumber daya 

manusia yang ada. Selain itu, ketidakmerataan pembagian tugas dapat 

memengaruhi motivasi kerja pegawai dan mengganggu suasana kerja yang 

harmonis. Apabila tidak segera diatasi, kondisi ini dapat berdampak pada 

penurunan kualitas pelayanan keprotokolan dan citra profesional Biro Protokol 

di mata pimpinan serta stakeholder. 

 

Gambar 3.1 Contoh Pembagian Penugasan di Bagian Protokol Setjen DPR RI 

   

Nama-nama yang tertera pada gambar 3.1 adalah yang menjadi petugas di 

unit kerja protokol. Dari daftar nama tersebut, bisa dilihat bahwa ada 

beberapa nama yang disebut berulang kali. Hal ini menyebabkan banyaknya 

CASN Protokol lain tidak mendapatkan giliran bertugas. 
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2) Dampak jika “Masalah=Isu” Tidak diselesaikan 

Apabila pembagian penugasan per individu di Biro Protokol dan Hubungan 

Masyarakat tidak segera dibenahi, akan timbul sejumlah dampak yang 

mempengaruhi efektivitas kerja dan kualitas pelayanan. Beban kerja yang 

tidak merata akan menyebabkan sebagian pegawai mengalami kelebihan 

beban (overload), sementara yang lain kurang terlibat dalam pekerjaan 

penting, sehingga potensi dan kompetensi pegawai tidak dimanfaatkan secara 

optimal. Kondisi ini berisiko menimbulkan penurunan produktivitas, 

ketidakefisienan kerja, serta tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dari 

sisi psikologis, ketidakmerataan pembagian tugas dapat memicu 

ketidakpuasan kerja, menurunkan motivasi, bahkan memunculkan konflik 

internal antarpegawai. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi 

kualitas pelayanan keprotokolan, menurunkan tingkat kepuasan stakeholder, 

dan merugikan citra profesional Biro Protokol sebagai pelaksana tugas yang 

strategis di lingkungan instansi. 

 

3) Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART 

Governance 

Isu “Belum optimalnya pembagian penugasan per individu di Biro Protokol” 

erat kaitannya dengan kedudukan dan peran ASN sebagai pelaksana 

kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN 

dituntut mampu bekerja secara profesional, efektif, dan kolaboratif agar 

setiap kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Namun, 

ketika pembagian penugasan tidak merata, terjadi ketidakseimbangan beban 

kerja; ada individu yang kelebihan tugas sementara yang lain kurang 

diberdayakan. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas kerja tim, 

mengurangi motivasi pegawai, serta berdampak pada kualitas pelayanan 

protokol yang diberikan. 

 

Dalam kerangka SMART Governance (Service, Modern, Accountable, 

Responsive, Transparent), ketidakoptimalan pembagian tugas menyebabkan 

ASN gagal sepenuhnya mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Dari sisi 

Service, kualitas pelayanan publik menjadi tidak konsisten karena tidak 

semua pegawai dapat berkontribusi maksimal. Dari sisi Accountable, beban 



15 
 

kerja yang tidak seimbang membuat akuntabilitas individu dan tim sulit 

diukur secara objektif. Dari sisi Responsive, biro protokol menjadi kurang 

tanggap dalam menghadapi perubahan atau kebutuhan mendadak. Sementara 

dari sisi Transparent, kurangnya sistem pembagian tugas yang jelas dapat 

memunculkan persepsi ketidakadilan di lingkungan kerja. 

 

Oleh karena itu, optimalisasi pembagian penugasan tidak hanya penting bagi 

efektivitas kerja biro protokol, tetapi juga merupakan wujud nyata 

implementasi kedudukan dan peran ASN dalam mendukung tata kelola 

pemerintahan yang cerdas, adil, dan profesional. Dengan pembagian tugas 

yang proporsional, ASN dapat menunjukkan integritas, meningkatkan 

kinerja, dan mendukung penuh prinsip-prinsip SMART Governance. 

Pembagian tugas yang optimal memastikan bahwa ASN bekerja sesuai 

kompetensi, menjaga profesionalitas, dan memberikan layanan yang 

berkualitas kepada stakeholder. 

 

Dari Isu tersebut, ada 3 (tiga) ciri SMART ASN yang relevan, yaitu: 

- Integritas 

Integritas menjadi ciri penting dalam Smart AS yang berhubungan 

dengan isu belum optimalnya pembagian tugas di Bagian Protokol. 

Integritas mendorong setiap pegawai untuk bertindak objektif, 

transparan serta menjunjung tinggi prinsip keadlian dalam 

melaksanakan tugas. Dengan berlandakna integritas, pembagian 

penugasan di Bagian Protokol dapat dilakukan secara merata sesuai 

kapasitas individu sehingga tidak menimbulkam ketimpangan 

maupun rasa ketikdakadilan di antara pegawai. 

- Profesional 

Profesional menekankan bahwa ASN harus bekerja berdasarkan 

kompetensi, keahlian, serta etika kerja yang berlaku. Dalam konteks 

pembagian penugasan, profesionalisme menuntut agar setiap 

individu ditemparkan sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini 

tidak hanya akan meningkatkan kualitas hasil kerja, tetapi juga 

menjamin efektivitas kinerja Bagian Protokol secara keseluruhan. 
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- Kompetensi Digital 

Pemanfaatan teknologi, seperti manajemen penugasan berbasis 

digital dapat membantu menyusun pembagian kerja yang lebih 

transparan, terukur dan mudah dipantau. Dengan demikian, proses 

penugasan dapat berjalan lebih efisien dan akuntabel, sekaligus 

mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi modern. 
 

b. Isu Ke-2 “Masih kurangnya pemahaman terkait pentingnya kerapihan 

berpakaian dalam penugasan bagi protokol” 

1) Kondisi “Masalah=Isu” saat ini (disertai data dan fakta pendukung), serta 

kondisi yang diharapkan 

Saat ini, pemahaman petugas protokol mengenai pentingnya kerapihan dalam 

berpakaian masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya standar 

tertulis yang terintegrasi kedalam bentuk buku saku sederhaa dan mudah untuk 

dipahami. Arahan yang diberikan sering secara lisan penerapannya sering tidak 

konsisten baik antar petugas maupun antar kegiatan. 

 

 

Gambar 3.2 Pendampongan Pimpinan DPR RI untuk Menghadiri Upacara HUT RI ke-80 di Istana 
Negara 
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Gambar 3.3 Pendampingan Ketua DPR RI saat menghadiri Launching Busana Ivan Gunawan 

Gambar 3.2 Pendmapingan Pimpinan DPR RI untuk Menghadiri Upacara 

HUT RI ke-80 di Istana Negara 

Dalam gambar tersebut, terdapat 4 (empat) petugas protokol yang sedang 

bertugas pendampingan di Istana Negara. Menurut Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 pasal 4, Pakaian Sipil Lengkap 

(PSL) berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang 

yang berwarna senada dengan jas, dasi dan sepatu hitam. Gambar tersebut 

sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun dari segi estetika dan 

keseragaman, keempat protokol tidak memakai warna dasi yang senada.  

Gambar 3.3 Pendampingan Ketua DPR RI saat menghadiri Launching 

Busana Ivan Gunawan 

Hampir sama dengan isu di gambar 3.2, gambar 3.3 menunjukkan bahwa dari 

4 (empat) petugas protokol yang sedang bertugas, satu diantaranya tidak 

memakai seragam seperti halnya petugas protokol lain.  Dari gambar tersebut 

bisa disimpulkan bahwa kurangnya koordinasi dan SOP dalam Bagian 

Protokol menyebabkan ketidakseragaman dalam berpakaian dinas. 

Untuk kedepannya, diharapkan seluruh petugas protokol memiliki 

poemahaman yang sama mengenai standar kerapihan, dan keseragaman dalam 

estetika berpenamilan untuk bertugas. Standar tersebut dapat dituangkan 
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secara tertulis dalam bentuk SOP singkat dan infografis mengenai panduan 

penampilan, serta disosialisasikan secara merata. Target kondisi yang 

diharapkan antara lain: 

- Kepatuhan peampilan mencapai ≥ 95% pada setiap unsur (seragam, 

sepatu, rambut/rias, atribut). 

- Briefing penampilan dilakukan 100% sebelum setiap penugasan, 

dengan menggunakan checklist sederhana. 

- Dokumentasi evaluasi pasca kegiatan tersedia untuk setiap acara 

sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. 

- Seluruh petugas mampu menunjukkan penampilan rapi, seragam, 

dan profesional sehingga memperkuat citra kelembagaan, 

meningkatkan efektivitas kerja tim, serta menumbuhkan 

kepercayaan publik terhadap kinerja ASN di bidang protokol. 

 

2) Dampak jika “Masalah=Isu” Tidak diselesaikan 

Jika penyusunan buku saku tidak segera dilakukan, pelaksanaan kegiatan akan 

terus berjalan tanpa panduan yang baku, sehingga mekanisme kerja menjadi 

tidak terstandarisasi. Penampilan petugas protokol yang tidak rapi atau tidak 

seragam dapat menurunkan citra profesionalisme serta wibawa lembaga, 

terutama pada acara resmi kenegaraan yang menjadi perhatian publik. Hal ini 

juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap ASN, karena 

ASN dituntut menjadi pelayan publik sekaligus teladan dalam hal disiplin dan 

ketertiban. Dari sisi internal, ketidakteraturan dalam berpakaian akan 

menimbulkan ketidakefektifan kerja tim, memicu kebingungan, bahkan 

memperlambat persiapan acara karena sering terjadi koreksi mendadak di 

lapangan. Lebih jauh, kondisi tersebut dapat menghambat ASN dalam 

menjalankan kedudukan dan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, 

pelayan publik, dan perekat bangsa. Selain itu, prinsip SMART Governance 

juga tidak dapat terwujud dengan baik, karena tanpa standar penampilan yang 

jelas, pelayanan protokol menjadi kurang maksimal, akuntabilitas sulit 

ditegakkan, responsivitas menurun, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas 

tidak tercapai. Dalam jangka panjang, ketiadaan SOP akan membuat kinerja 

sulit dievaluasi secara objektif, menurunkan efisiensi kerja, dan mengurangi 

kualitas pelayanan keprotokolan kepada stakeholder. Kondisi tersebut dapat 
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berdampak pada penurunan citra profesional Biro Protokol dan menghambat 

pencapaian tujuan organisasi dalam memberikan layanan yang prima dan 

terkoordinasi. Oleh karena itu, penyelesaian isu ini sangat penting agar ASN 

di lingkungan protokol mampu tampil profesional, berwibawa, dan 

memberikan pelayanan publik yang prima. 

 

3) Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART 

Governance 

Isu kurangnya pemahaman terkait pentingnya kerapihan berpakaian dalam 

penugasan bagi protokol memiliki keterkaitan erat dengan kedudukan dan 

peran ASN. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN dituntut untuk 

profesional dan berintegritas, sehingga penampilan yang rapi menjadi bagian 

dari wujud tanggung jawab dalam menjalankan tugas kenegaraan. Sebagai 

pelayan publik, petugas protokol dituntut untuk memberikan pelayanan 

prima, termasuk dalam menampilkan citra yang sopan, tertib, dan berwibawa 

di hadapan pejabat maupun masyarakat. Sementara itu, sebagai perekat 

bangsa, ASN di bidang protokol berperan penting dalam menjaga martabat 

lembaga negara melalui penampilan yang seragam dan disiplin sehingga 

mencerminkan persatuan. 

Keterkaitan ini semakin jelas ketika dikaitkan dengan prinsip SMART 

Governance. Penampilan ASN yang rapi dan profesional akan mendukung 

terciptanya Smart Service, yakni pelayanan protokoler yang tertib dan 

berkualitas. Standarisasi penampilan juga mencerminkan manajemen 

birokrasi yang Modern, disiplin yang Accountable, kesiapan yang 

Responsive, serta konsistensi aturan yang Transparent. Dengan demikian, 

penegakan standar kerapihan berpakaian bagi protokol bukan hanya 

persoalan teknis, tetapi juga bagian penting dalam mewujudkan peran ASN 

yang sesuai kedudukannya dan mendukung implementasi SMART 

Governance secara menyeluruh. 

Dalam menghadapi isu kurangnya pemahaman terkait pentingnya kerapihan 

dalam penugasan berpakaian bagi petugas protokol, terdapat tiga ciri Smart 

ASN yang sangat relevan untuk diterapkan. Pertama, integritas, yang 

menuntut setiap ASN untuk menunjukkan sikap konsisten antara aturan dan 

pelaksanaan, termasuk dalam menjaga kerapihan berpakaian sebagai bentuk 
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disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kedua, profesional, 

di mana ASN dituntut untuk selalu tampil sesuai standar etika dan norma 

kedinasan. Bagi petugas protokol, profesionalisme tercermin melalui 

penampilan yang rapi, seragam, dan sesuai ketentuan, karena penampilan 

tersebut menjadi representasi citra kelembagaan. Ketiga, kompetensi 

digital, yang dapat mendukung penyebarluasan informasi dan pemahaman 

mengenai aturan berpakaian melalui media digital seperti buku saku 

elektronik, infografis, atau aplikasi internal. Pemanfaatan teknologi ini 

memudahkan ASN, khususnya petugas protokol, untuk memahami dan 

menerapkan aturan kerapihan berpakaian secara lebih efektif dan 

berkesinambungan. 

 

c. Isu Ke-3 “Keterbatasan Pemanfaatan Teknologi dalam Mendukung Tugas 

Protokol” 

1) Kondisi “Masalah=Isu” saat ini (disertai data dan fakta pendukung), serta 

kondisi yang diharapkan 

Bagian Protokol memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran acara 

resmi kenegaraan maupun kedinasan, baik yang melibatkan pimpinan 

Lembaga maupun tamu undangan dari instansi lain. Namun, dalam praktiknya 

masih ditemukan keterbatasan pemafaatan teknologi yang menghambat 

efektivitas dan efisiensi kerja. Beberapa kegiatan protokol masih dilakukan 

secara manual, diantaranya: 

- Absensi tamu undangan masih dilakukan secara manual 

- Penyampaian undangan resmi kepada pejabat/instansi masih 

dilakukan secara manual 

- Peyimpanan arsip sutat-menyurat dan undangan masih berbentuk 

fisik 

 

2) Dampak jika “Masalah=Isu” Tidak diselesaikan 

Isu keterbatasan pemanfatan teknologi dalam mendukund tugas protokol 

emmbawa dampak yang cukup signfikan terhadap kinerja dan citra lembaga 

Pertama, efisiensi kerja protokol menjadi menurun karena sebagian besar 

proses masih dilakukan secara manual, seperti absensi tamu dengan tanda 

tangan maupun distribusi undangan fisik yang membutuhkan waktu dan 
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tenaga lebih, sehingga pegawai harus melakukan pekerjaan berulang yang 

seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat dengan dukungan teknologi. Kedua, 

pelayanan kepada tamu undangan, khususnya VIP/VVIP, menjadi kurang 

optimal karena tamu kerap mengalami antrean panjang saat registrasi atau 

menerima undangan mendekati waktu acara, yang berpotensi menimbulkan 

kesan kurang profesional. Ketiga, biaya operasional menjadi lebih besar 

akibat penggunaan kertas, tinta, dan biaya cetak yang sebenarnya dapat ditekan 

melalui pemanfaatan sistem digital sehingga anggaran dapat dialihkan untuk 

kebutuhan lain yang lebih produktif. Keempat, citra instansi juga terkesan 

kurang modern karena di era transformasi digital, masyarakat dan pemangku 

kepentingan menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis 

teknologi. Jika protokol masih bertahan dengan cara manual, hal ini 

menimbulkan persepsi bahwa instansi lamban beradaptasi, kaku, dan 

tertinggal, yang bertolak belakang dengan arah kebijakan pemerintah menuju 

Smart Governance dan Smart ASN yang menekankan pada adaptasi teknologi 

serta pelayanan modern.  

3) Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART 

Governance 

Isu “Keterbatasan Pemanfaatan Teknologi dalam Mendukung Tugas Protokol” 

memiliki keterkaitan erat dengan kedudukan dan peran ASN sebagai pelaksana 

kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai 

aparatur yang mendukung jalannya pemerintahan, ASN dituntut mampu 

bekerja secara profesional, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. 

Namun, ketika teknologi belum dimanfaatkan secara optimal dalam penugasan 

protokoler—misalnya dalam pengelolaan data kehadiran tamu, penyusunan 

rundown acara digital, atau koordinasi internal—maka kinerja ASN tidak 

berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat menghambat kelancaran acara resmi, 

menurunkan efisiensi, dan mengurangi citra profesional lembaga. 

Dalam konteks SMART Governance keterbatasan pemanfaatan teknologi 

berarti ASN belum sepenuhnya mampu mendukung tata kelola pemerintahan 

yang cerdas. Tanpa teknologi, pelayanan publik (Service) menjadi lambat, 

sistem kerja tidak modern (Modern), akuntabilitas administrasi lemah 

(Accountable), responsivitas terhadap kebutuhan acara berkurang 
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(Responsive), serta transparansi data acara dan tamu tidak terdokumentasi 

dengan baik (Transparent). 

Karena itu, pemanfaatan teknologi bukan hanya soal efisiensi teknis, tetapi 

juga bagian dari amanah ASN untuk menjalankan perannya dalam 

mewujudkan pemerintahan yang efektif dan terpercaya. Dengan 

mengoptimalkan teknologi dalam tugas protokol, ASN dapat menghadirkan 

layanan yang lebih cepat, profesional, dan sesuai dengan tuntutan era digital, 

sekaligus memperkuat legitimasi kedudukannya sebagai penggerak reformasi 

birokrasi menuju SMART Governance. 

Dalam halnya Smart ASN, isu mengenai keterbatasan pemanfaatan teknologi 

dalam mendukung tugas protokol dapat dikaitkan dengan tiga ciri Smart ASN, 

yaitu profesional, kompetensi digital, dan inovatif. Ciri profesional menuntut 

ASN, khususnya petugas protokol, untuk memberikan pelayanan yang efektif 

dan efisien. Namun, tanpa dukungan teknologi, proses kerja sering kali lambat, 

berulang, dan kurang optimal sehingga berpengaruh pada kualitas pelayanan. 

Selanjutnya, kompetensi digital sangat penting agar ASN mampu 

memanfaatkan perangkat dan sistem berbasis teknologi untuk mempercepat 

proses kerja, mulai dari absensi tamu, distribusi undangan, hingga 

dokumentasi kegiatan. Dengan penguasaan digital, tugas protokol dapat 

dilaksanakan lebih cepat, transparan, dan akurat. Sementara itu, ciri inovatif 

mendorong ASN untuk terus mencari terobosan baru melalui pemanfaatan 

aplikasi, sistem registrasi elektronik, maupun layanan berbasis daring yang 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi beban 

operasional. Penerapan ketiga ciri ini akan membantu protokol 

bertransformasi ke arah pelayanan modern yang sejalan dengan tuntutan era 

digital dan kebijakan Smart Governance. 

 

B. Penetapan Isu Prioritas 

1. Teknik Tapisan Isu 

Berdasarkan isu aktual yang telah teridentifikasi, selanjutnya dilakukan proses 

pemilihan isu dengan analisis kriteria Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan 

Kelayakan (APKL). Teknik APKL yang dibuat adalah teknik yang digunakan 

untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan empat faktor, 

yaitu: 
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• Aktual (A), yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan 

hingga masa sekarang; 

• Problematik (P), yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan 

yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan 

pemecahannya; 

• Kekhalayakan (K), yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat 

hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau 

sekelompok kecil orang;  

• Layak (L), yaitu isu yang masuk akal (logis), pantas, realistis dan dapat dibahas 

sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab hingga akhirnya 

diangkat menjadi isu yang prioritas.  

Berikut adalah parameter yang akan digunakan dalam memberikan penilaian 

kriteria masing-masing isu: 

Tabel 3.2 Parameter Skor dalam Penilaian APKL 

Skor Parameter 

Aktual 

5 Benar-benar terjadi dan sedang ramai menjadi bahan pembicaraan 

4 Benar-benar terjadi terkadang menjadi pembicaraan 

3 Benar-benar terjadi dan bukan menjadi pembicaraan 

2 Sering terjadi 

1 Pernah terjadi 

Problematik 

5 Masalah sangat kompleks dan perlu dicarikan solusi 

4 Masalah cukup komples dan perlu dicarikan solusi 

3 Masalah cukup kompleks namun tidak perlu dicarikan solusi 

2 Masalah cukup kompleks 

1 Masalah sederhana 

Kekhalayakan 

5 Sangat mengganggu kegiatan banyak pegawai 

4 Sering mengganggu kegiatan bayak pegawai 

3 Cukup menganggu kegiatan banyak pegawai 

2 Sedikit mengganggu kegiatan banyak pegawai 
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1 Tidak mengganggu kegiatan banyak pegawai 

Layak 

5 Masuk akal, realistis dan relevan untuk dirumuskan suatu pemecah 

masalah 

4 Masuk akal dan realistis 

3 Cukup masuk akal dan realistis 

2 Realistis 

1 Masuk akal 

 

2. Pemilihan Isu Prioritas 

Berikut adalah hasil penilaiam kualitas isu dengan menggunakan Teknik Tapisan 

Isu: 

Tabel 3.3 Hasil Penliaian Kualitas Isu dengan Analisis APKL 

Isu A P K L Jumlah Prioritas 

Belum optimalnya pembagian 

penugasan perindividu pada unit 

kerja Bagian Protokol 

4 4 2 2 12 3 

Masih kurangnya pemahaman 

terkait pentingnya kerapihan 

berpakaian dalam penugasan bagi 

protokol 

5 4 3 5 17 1 

Keterbatasan pemanfaatan teknologi 

dalam mendukung tugas protokol 

4 4 3 3 14 2 

Berdasarkan hasil penilaian kualitas (K) isu di atas, dari aspek aktual, isu (2) 

mendapatkan skor 5 yang berarti benar-benar terjadi dan sedang ramai menjadi 

perbincangan di unit kerja penulis. Sedangkan untuk isu (1) dan (3) mendapatkan 

skor 4 karena jika dibandingkan dengan isu (1), isu tersebut tidak terlalu ramia 

menjadi perbincangan di unit kerja penulis.  

Dilihat dari aspek problematic (P), ketiga isu mendapatkan skor sama, yaitu 4 yang 

berarti ketiga isu tersebut merupakan isu yang cukup kompleks dan perlu untuk 

dicarikan solusi 
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Dari aspek kekhalayakan (K), isu (2) dan (3) mendapatkan skor tertinggi, yaitu 3 

yang berarti cukup mengganggu kegiatan banyak pegawai dan isu (1) mendapatkan 

skor 2 yaitu sedikit menganggu kegiatan banyak pegawai. 

Dilihat dari aspek Layak (L), isu (2) mendapaktan skor 5 yang berarti masuk akal, 

realistis dan relevan untuk dirumuskan suatu pemecah masalah, sedangkan isu (3) 

mendapatkan skor 3 yang berarti cukup masuk akal dan realistis, sedangkan isu (1) 

mendapatkan skor 2 yang berarti realistis. 

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi isu utama 

dan harus segera dicarikan penyelesaian masalahnya adalah isu (2) “Masih 

kurangnya pemahaman  terkait pentingnya kerapihan berpakaian dalam penugasan 

bagi protokol” 

C. Analisis Isu 

Penulis menggunakan Teknik analisis isu diagram fishbone untuk mengetahui 

akar penyebab terjadinya isu. Diagram fishbone digunakan untuk mengidentifikasi 

berbagai sebab potensial dari satu efek masalah, dan menganalisis masalah tersebut 

melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang 

berkaitan, mencangkup 4s yaitu surrounding, system, skill dan supplier. Setiap kategori 

mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui brainstorming. Berikut adalah 

analisis penyebab terjadinya isu dengan menggunakan Teknik diagram fishbone. 

 

Gambar 3.4 Analisis Isu Menggunakan Diagram Fishbone 
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1. Surrounding (Lingkungan) 

Di lingkungan kerja kerja Bagian Protokol, petugas protokol masih belum memiliki 

pedoman resmi yang rinci mengenai standar berpakaian (misalnya aturan warna 

dasi, aturan model celana, hingga standar rambut baik untuk pria maupun wanita 

yang tidak berkerudung). Akibatnya, standar berpakaian hanya berdasarkan 

kebiasaan, bukan suatu aturan yang formal/tertulis. 

Dalam keseharianya, aspek kerapihan kadang dianggap yang yang sekunder. 

Padahal, citra Lembaga sangat dipengaruhi dari visual pertama yang ditampilkan 

oleh petugas protokol. Jika budaya organisasi tidak menekankan hal ini, petugas 

protokol akan menganggap penampilan sebagai hal yang sepele. 

2. System (Sistem dan Prosedur) 

Biro Protokol dan Humas belum memiliki SOP yang baku mengenai penampilan 

para petugasnya. Saat briefing penugasanpun tidak ada daftar pemeriksaan 

sederhana seperti Sepatu hitam mengkilap, pemakaian Pakaian Sipil Lengkap, 

identitas terpasang, rambut rapi, dll. Briefing sebenarnya tidak hanya dilakukan 

untuk teknis acara, namun juga untuk juga aspek penampilan. Hal ini menyebabkan 

penampilan tidak seragam. 

Setelah penugasanpun tidak ada evaluasi khusus yang menilai apakah penampilan 

sesua standar atau tidak. Tanpa kontrol, kesalahan kecil (seperti gambar 3.3) akan 

terus berulang. 

3. Skill (Keterampilan dan Kompetensi) 

Sebagai petugas protokol, memahami kerapihan bukan hanya sekadar formalitas, 

melainkan sebagai bagian dari citra Lembaga. Tanpa sosialisasi yang tepat, 

pemahaman ini sulit untuk terbentuk.  

Dalam hal kerapihan, standar setiap individu berbeda-beda, ada yang sudah terbiasa 

tampil rapi, namun ada juga yang masih kurang memperhatikan detail kerapihan. 

Namun demikian, hingga kini masih belum ada pelatihan teknis yang secara khusus 

membahas standar penampilan petugas protokol. Padahal pelatihan semacam ini 

dapat memberikan pengetahuan praktis tentang hal hal sederhana seperti perawatan 

jas, pemilihan busana sesuai dengan acara dan juga standar internasional. 

4. Supplier (Dukungan dan Sumber Pendukung) 

Banyaknya CASN di Biro Protokol dan Humas, menyebabkan belum semua CASN 

mendapatkan seragam, sehingga saat ada penugasan, pakaianpun tidak seragam 
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antar petugas protokol. Ketidakseragaman ini menciptakan kesan kurang 

profesional di mata tamu undangan ataupun pejabat negara. 

 

D. Gagasan Pemecahan Isu 

Setelah mengidentifikasi akar penyebab isu, penulis merumuskan alternatif 

penyelesaian yang sesuai dengan penyebab isu tersebut. Untuk mengatasi isu masih 

kurangnya pemahaman terkait pentingnya kerapihan dalam penugasan bagi petugas 

protokol di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, dapat dilakukan beberapa 

langkah strategis. 

Pertama, perlu disusunnya buku saku mengenai standar berpakaian petugas 

protokol yang disahkan oleh pimpinan. Hal ini akan membentuk budaya kerja sadar 

berpenampilan rapi dan petugas protokolpun akan terbiasa dengan kerapihan dalam 

berpenampilan. SOP bisa dibuat dalam bentuk buku saku yang mudah dibawa kemana-

mana setiap petugas protokol, sehingga otomatis menjadi pengingat untuk setiap 

petugas protokol sebelum bertugas dilapangan.  

Kedua, membuat poster dan infografis dengan visual eye-catching yang 

ditempel diruang kerja protokol. Konten dari infografis dapat berisi checklist sederhana 

(contoh: sepatu hitam mengkilap ✓, dasi merah ✓, identitas protokol terpasang ✓). 

Visualisasi akan lebih mudah diingat dibandingkan dengan hanya disampaikan melalui 

teks SOP. 

Yang terakhir adalah memberikan reward untuk pegawai yang konsisten 

menjaga kerapihan saat bertugas. Reward dalam bentuk sederhana seperti voucher 

makan siang, piagam ataupun sekadar pengumuman apresiasi di grup akan sangat 

berpengaruh kepada para pegawai dalam menjaga kerapihannya karna pegawai secara 

otomatis berlomba-lomba untuk mendapatkan reward tersebut. Hal ini lambat laun 

bukan menjadi kompetisi namun akan menjadi kebiasaan setiap pegawai dalam 

menjaga kerapihannya. Sistem ini akan membangun kompetisi yang sehat dan 

sekaligus meningkatkan disiplin antar pegawai. 

Dari ketiga langkah tersebut, mempunyai nilai lebih yaitu mudah 

diimplementasikan tanpa biaya besar, interaktif dan menarik sehingga pesan lebih 

mudah masuk ke pegawai, membangun budaya sadar penampilan bukan hanya lewat 

aturan, tapi juga melalui kebiasaan positif dan apresiasi. Selain itu, juga mendukung 

nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, 

Adaptif, dan Kolaboratif.



28 
 

BAB IV 

LAPORAN AKTUALISASI 

 

A. Matriks Laporan Aktualisasi 

Unit Kerja : Bagian Protokol, Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, Setjen DPR RI 

Identifikasi Isu : 1. Belum optimalnya pembagian penugasan perindividu di bagian protokol 

2. Masih kurangnya pemahaman terkait pentingnya kerapihan dalam berpakaian bagi petugas 

protokol 

3. Keterbatasan pemanfaatan teknologi dalam mendukung tugas protokol 

Isu yang Diangkat : Masih kurangnya pemahaman terkait pentingnya kerapihan dalam berpakaian bagi petugas 

protokol 

Gagasan Pemecah Isu : Pembuatan Buku Saku “The Art of Protocol Appearance” dan Infografis untuk 

Meningkatkan Pemahaman Terkait Pentingnya Kerapihan Berpakaian Saat Penugasan 

Bagi Protokol 
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Tabel 4.1 Matriks Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS  

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda 

II Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAKHLAK 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agneda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Penyusunan 

Perencanaan 

Kegiatan 

• Menyiapkan 

agenda dan jadwal 

kegiatan 

aktualisasi 

 

• Identifikasi 

kebutuhan 

penyusunan 

dan materi 

buku saku 

 

Kegiatan ini 

berkaitan dengan 

penerapan nilai-nilai 

BerAKHLAK 

diantaranya: 

• Akuntabel 

Langkah ini 

ditempuh 

sebagai wujud 

pelaksanaan 

tugas yang 

menjunjung 

kejujuran, 

disiplin, 

ketelitian, 

tanggung jawab, 

serta integritas 

yang tinggi 

 

 

Manajemen ASN 

• Fungsi ASN 

sebagai pelayan 

publik 

Pembuatan buku 

saku ini bertujuan 

untuk 

mengembangkan 

pelayanan 

keprotokolan 

menuju lebih 

baik, professional 

dan berkualitas 

 

SMART ASN 

• Berjiwa 

Hospitality 

ASN yang sadar 

pentingnya 

penampilan dapat 

Dengan perencanaan 

yang disusun secara 

matang, diharapkan 

terwujud buku saku 

Paduan berpenampilan 

keprotokolan yang lebih 

berkualitas dan 

akuntabel, yang pada 

akhirnya akan 

mendukung pencapaian 

misi Setjen DPR RI 

yaitu Memberikan 

dukungan dan pelayanan 

prima bagi pelaksanaan 

tugas dan fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda 

II Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAKHLAK 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agneda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

• Kompeten 

Penyusunan 

agenda dan 

jadwal 

dilakukan 

dengan 

memperhatikan 

kenutuhan dan 

tujuan dari 

kegiatan. 

• Loyal 

Rangkaian 

perencanaan 

difokuskan 

untuk 

mendukung 

keberhasilan 

program 

kegiatan 

 

memanfaatkan 

media modern 

(infografis, buku 

saku digital, atau 

aplikasi internal) 

untuk memastikan 

standar kerapihan 

dipahami semua 

petugas. 

• Inovatif 

Buku saku 

merupakan 

bentuk inovasi 

pelayanan internal 

agar petugas lebih 

memahami aturan 

sekaligus 

meningkatkan 

kualitas dukungan 

keprotokolan 

  • Melakukan 

konsultasi dengan 

mentor terkait 

• Masukan, 

arahan dan 

persetujuan 

• Berorientasi 

Pelayanan 

Manajemen ASN Dengan berkonsultasi 

bersama mentor, 

diharapkan terciptanya 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda 

II Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAKHLAK 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agneda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

recana 

pelaksanaan 

kegiatan 

dari mentor 

terkait 

rencana 

pelaksanaan 

kegiatan 

penyusunan 

buku saku. 

Upaya 

menciptakan 

hasil optimal 

dilakukan 

melalui 

perencanaan 

yang baik dan 

dukungan 

konsultasi dari 

mentor sebagai 

bagian dari 

perbaikan yang 

tiada henti 

• Kompeten 

Konsultasi 

dilakukan unutk 

meningkatkan 

kualitas diri dan 

untuk 

melakukan tugas 

dengan kualitas 

yang terbaik 

• Harmonis 

• Fungsi ASN 

sebagai pelaksana 

kebijakan publik 

Konsultasi dengan 

mentor untuk 

memastikan bahwa 

rencana penyusunan 

buku saku sejalan 

dengan aturan dan 

kebijakan yang 

berlaku. 

• Fungsi ASN  

sebagai pelayan 

publik 

Pembuatan buku 

saku ini bertujuan 

untuk 

mengembangkan 

pelayanan 

keprotokolan 

menuju lebih baik, 

professional dan 

berkualitas 

buku saku yang sejalan 

dengan tugas dan fungsi 

Bagian Protokol yaitu 

pelaksanaan dukungan 

keprotokolan baik 

dalam acara Pimpinan 

DPR RI dan Setjen 

DPR, AKD DPR RI 

mauapun dalam upacara 

DPR RI dan Setjen DPR 

RI. Dengan Menyusun 

buku saku ini, 

pelaksanaan dukungan 

keprotokolan akan lebih 

terlihat berseragam.  
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda 

II Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAKHLAK 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agneda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

Untuk 

menciptakan 

lingkungan kerja 

yang kondusif, 

menjaga 

komunikasi serta 

mempererat 

hubungan 

antarpegawai, 

maka 

dilakukanlak 

konsultasi 

• Kolaboratif 

Pelaksanaan 

kegiatan ini 

dimaksudkan 

agar tercipta 

sinergi dan 

kolaborasi yang 

harmonis 

• Fungsi ASN  

sebagai perekat 

dan pemersatu 

bangsa 

Pembuatan buku 

saku ini bertujuan 

sebagai panduan 

seragam berpakaian 

yang memperkuat 

citra instansi, yang 

secara tidak 

langsung menjaga 

persatuan.  

 

2. 

 

Penyusunan 

Buku saku 

Paduan 

• Menyiapkan 

konten buku saku 

yang berisi 

Draft buku saku 

tentang ringkasan 

aturan dan tata 

• Akuntabel 

Langkah ini 

ditempuh 

Manajemen ASN:  Selaras dengan nilai 

Loyal penyusunan buku 

saku keprotokolan ini 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda 

II Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAKHLAK 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agneda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

Berpenampilan 

dalam 

keprotokolan 

ringkasan aturan 

dan tata cara 

berpakaian 

keprotokolan 

 

cara berpakaian 

dalam 

keprotokolan 

sebagai wujud 

pelaksanaan 

tugas yang 

menjunjung 

kejujuran, 

disiplin, 

ketelitian, 

tanggung jawab, 

serta integritas 

yang tinggi 

• Kompeten 

Merupakan 

implementasi 

kode perilaku 

membantu orang 

lain belajar dan 

melakukan tugas 

dengan kualitas 

terbaik 

 

• Harmonis 

karena buku 

saku ini 

• Pelaksana 

Kebijakan 

Publik 

Draft buku saku 

merupakan 

bentuk 

implementasi 

kebijakan dalam 

bidang 

keprotokolan 

yang sudah diatur 

dalam perundang-

undangan. ASN 

berperan 

menerjemahkan 

aturan tersebut ke 

dalam panduan 

praktis yang 

mudah 

digunakan. 

 

SMART ASN:  

menjadi langkah unutk 

menjaga nama baik 

Setjen DPR RI, karena 

pelaksanaan 

keprotokolan akan lebih 

profesional dan 

pelayanan 

keprotokolanpun juga 

semakin prima. 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda 

II Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAKHLAK 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agneda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

mendukung 

keseragaman 

penampilan 

sehingga 

memperkuat 

citra 

kebersamaan 

dalam tim 

protokol. 

• Penguasaan 

Teknologi 

Informasi 

Buku saku akan 

lebih mudah 

dibaca dan 

dibawa 

kemanapun dan 

dimanapun.  

 

• Berwawasan 

Global dan 

Profesional 

Aturan 

berpakaian yang 

seragam 

mencerminkan 

standar 

profesional 

internasional 

dalam protokoler. 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda 

II Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAKHLAK 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agneda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

• Melayani dan 

Adaptif 

Buku saku 

memudahkan 

petugas dalam 

bertugas sehingga 

pelayanan publik 

tetap optimal. 

3. Sosialisasi 

Buku Saku 

Keprotokolan 

• Mensosialisasikan  

buku saku tentang 

ringkasan aturan 

keprotokolan dan 

Paduan 

berpenampilan 

dalam 

keprotokoan 

 

• Gambaran 

nyata 

mengenai 

bentuk, desain 

dan isi buku 

saku sehingga 

lebih mudah 

dipahami serta 

dikembangkan 

menjadi 

produk final 

yang lebih 

sempurna 

 

Kegiatan ini 

memperkuat nilai 

Akuntabel, dengan 

mencetak draft buku 

saku, menunjukkan 

tanggung jawab dan 

transparasi yang 

nyata dapat diuji, 

diperiksa, serta 

diperbaiki oleh 

pihak terkait 

sebelum disahkan 

Mensosialisasikan 

draft buku saku 

keprotokolan 

merupakan bagian dari 

pelaksanaan tugas 

ASN sebagai 

pelaksana kebijakan 

publik serta pelayan 

publik. Dengan 

menyediakan panduan 

tertulis, ASN 

membantu memastikan 

aturan keprotokolan 

dapat dilaksanakan 

secara seragam, tertib, 

Melalui kegiatan ini, 

diharapkan 

menghasilkan produk 

yang selaras dengan 

misi Setjen DPR RI 

yaitu Memberikan 

dukungan dan 

pelayanan prima bagi 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 

Dan juga selaras 

dengan tugas dan 

fungsi bagian protokol 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda 

II Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAKHLAK 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agneda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

dan profesional. Selain 

itu, kegiatan ini juga 

mendukung fungsi 

ASN sebagai perekat 

dan pemersatu 

bangsa, sebab 

keteraturan dalam 

protokol turut menjaga 

wibawa lembaga 

negara. 

SMART ASN 

• Kuasai IT 

Proses 

penyusunan, 

penyuntingan dan 

pencetakan draft 

dilakukan dengan 

memanfaatkan 

teknologi 

(computer, desain 

grafis, atau 

aplikasi 

yaitu penyusunan 

bahan kegiatan di 

bidang keprotokolan. 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda 

II Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAKHLAK 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agneda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

penyusunan 

konten lainnya) 

  • Memperkenalkan 

buku saku 

keprotokolan dan 

meminta saran 

masukan kepada 

mentor, 

Kasubbag, Kabag 

serta teman-teman 

di unit kerja 

protokol untuk 

perbaikan 

• Notulensi 

hasil 

sosialisasi 

buku saku 

keprotokolan 

• Umpan balik 

dari mentor, 

Kasubbag, 

Kabag serta 

teman-teman 

unit kerja 

protokol 

Kegiatan ini selarah 

dengan nilai 

BerAKHLAK ASN, 

khususnya: 

• Harmonis 

Terciptanya 

suasana kerja yang 

lebih kondusif, 

sekaligus 

mendorong 

peningkatan 

kolaborasi 

antarpegawai 

melalui pertemuan 

dalam sosialisasi. 

• Kolaboratif 

Melibatkan 

berbagai pihak 

dalam 

penyempurnaan 

buku saku 

Melibatkan berbagai 

pihak juga 

menunjukkan peran 

ASN sebagai perekat 

dan pemersatu, 

karena membangun 

kebersamaan dalam 

menghasilkan panduan 

yang bermanfaat bgi 

organisasi.  

Selain itu, kegiatan ini 

merupakan 

implementasi dari 

indikator Smart ASN 

yaitu networking. 

Dengan meminta saran 

dan masukan dari 

pihak-pihak tersebut, 

diharapka buku saku 

keprotokolan mampu 

Melalui kegiatan ini, 

diharapkan 

menghasilkan produk 

yang sesuai dengan 

standar dan kebutuhan 

unit kerja.  Sesuai 

dengan Visi Setjen DPR 

RI yaitu Menjadi 

Sekretariat Jenderal 

yang Profesional dan 

Modern dalam 

mendukung Visi Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda 

II Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAKHLAK 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agneda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

• Akuntabel 

Memastikan 

konten buku valid, 

sesuai aturan dan 

dapat 

dipertanggung 

jawabkan 

• Kompeten 

Melalui perbaikan 

konten agar lebih 

tepat guna dan 

meningkatkan 

profesionalisme 

petugas protokol 

memenuhi kebutuhan 

para petugas protokol. 

4. Monitoring 

dan evalusai 

• Melakukan revisi 

dan perbaikan 

berdasarkan saran 

dan masukan dari 

pihak-pihak 

terkait 

 

• Draft Final 

buku saku 

 

Kegiatan ini 

merupakan 

implementasi nilai 

Beriorientasi 

Pelayanan dan 

Kolaboratif. 

Berorientasi 

pelayanan dalam hal 

SMART ASN: 

Networking, 

melibatkan berbagai 

pihak dalam proses 

evaluasi menunjukkan 

kemampuan ASN 

untuk membangun 

jejaring kerja yang 

baik. 

Melalui kegiatan ini 

dapat mendukung 

pencapaian misi Serjen 

DPR yaitu Memberikan 

dukungan dan pelayanan 

prima bagi pelaksanaan 

tugas dan fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda 

II Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAKHLAK 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agneda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

ini mengacu pada 

kode perilaku 

melakukan 

perbaikan tiada henti 

demi menghasilkan 

yang terbaik. 

Kolaboratif dalam 

hal ini mengacu 

pada kode perilaku 

melakukan 

kerjasama demi 

menghasilkan 

nilai tambah.   

Integritas dan 

Nasionalisme,menjaga 

keakuratan aturan 

keprotokoln sekaligus 

mencerminkan 

komitmen ASN dalam 

mendukung citra 

positif lembaga negara 

 

 

  Mendistribusikan 

buku saku ke 

Bagian Protokol 

• Buku Saku 

“The Art of 

Protocol 

Appearance” 

dan Infografis 

tentang 

paduan 

berpenampilan 

dalam 

keprotokolan 

Berorientasi 

Pelayanan 

Buku saku yang 

disahkan dan 

didistribusikan 

menjadi sarana 

untuk memberikan 

pelayanan terbaik, 

khususnya dalam 

memastikan 

Melalui kegiatan ini, 

dapat 

mengimplementasikan  

Manajemen ASN: 

Mendukung ASN 

dalam menjalankan 

tugasnya sebagai 

pelaksana kebijakan 

publik, karena buku 

saku ini menjadi salah 

Kegiatan ini merupakan 

betuk dukungan dari 

Visi Setjen DPR RI yaitu 

Menjadi Sekretariat 

Jenderal yang 

Profesional dan 

Modern dalam 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda 

II Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAKHLAK 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agneda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

pegawai protokol 

tampil profesional 

dan siap mendukung 

kelancaran kegiatan 

DPR RI. 

Kompeten 

Dengan adanya 

panduan berpakaian 

dan aturan 

keprotokolan yang 

jelas, pegawai 

protokol dapat 

meningkatkan 

kompetensinya 

dalam bertugas 

sesuai standar yang 

berlaku. 

Harmonis  

Distribusi buku saku 

menciptakan 

keseragaman, 

mengurangi 

perbedaan 

satu bentuk pedoman 

kerja resmi. 

Membantu ASN 

berfungsi sebagai 

pelayan publik 

melalui penampilan 

yang rapi, seragam, 

dan profesional ketika 

mendampingi kegiatan 

protokoler. 

Menunjukkan peran 

ASN sebagai perekat 

dan pemersatu 

bangsa melalui 

konsistensi penampilan 

yang mencerminkan 

kewibawaan lembaga 

negara. 

Selain itu juga 

mengimplementasikan 

indikator Smart ASN 

berjiwa 

Entrepreneurship 

mendukung Visi 

Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik 

Indonesia, pembuatan 

buku saku dan 

infografis, merupakan 

cara profesiona dan 

modern dalam 

meningkakan pelayanan 

keprotokolan. Selain itu 

juga mendukung misi 

Setjen DPR 

Memberikan 

dukungan dan 

pelayanan prima bagi 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi Dewan 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda 

II Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAKHLAK 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agneda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

interpretasi, serta 

memperkuat kerja 

sama dan 

kekompakan 

antarpegawai 

protokol. 

Loyal 

Mengikuti pedoman 

resmi dalam buku 

saku menunjukkan 

wujud loyalitas 

pegawai terhadap 

aturan dan ketentuan 

kelembagaan DPR 

RI. 

Adaptif 

Penyusunan buku 

saku, termasuk 

peluang distribusi 

dalam bentuk 

digital, 

memperlihatkan 

kemampuan ASN 

yaitu memiliki jiwa 

inovatif, kreatif dan 

berani mengambil 

terobosan baru dalam 

pelayanan publik. 

Berintegritas:  

Pengesahan buku saku 

memastikan bahwa 

pegawai menjalankan 

tugas sesuai aturan 

resmi, sehingga 

mencegah terjadinya 

perbedaan standar atau 

pelanggaran etika 

penugasan. 

 

Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda 

II Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAKHLAK 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agneda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

untuk beradaptasi 

dengan tuntutan 

zaman dan 

perkembangan 

teknologi. 
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B. Stakeholder 

• Internal 

Dalam penyusunan buku saku keprotokolan ini, penulis melibatkan 

berbagai pihak terkait. Koordinasi mengenai bahan serta seluruh proses 

penyusunan dilakukan bersama dengan mentor, Kasubbag Alat 

Kelengkapan Dewan Sekretariat Jenderal DPR RI, Kabag Protokol, Biro 

Protokol dan Hubungan Masyarakat, serta rekan rekan di bagian Protokol 

untuk memperoleh saran, masukan dan aspirasi sesuai dengan kebutuhan di 

lapangan. 

• Eksternal 

Penyusunan buku saju keprotokolan ini turut melibatkan stakeholder 

eksternal, seperti Pimpinan DPR RI, Alat Kelengkapan Dewan DPR RI, 

Masyarakat, tokoh Masyarakat, Duta Besar serta tamu-tamu lainnya yang 

menjadi objek pelayanan petugas protokol.  

 

C. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 

Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, terdapat sejumlah kendala yang penulis 

hadapi. Adapun kendala yang dihadapi dan strategi yang ditempuh untuk 

mengatasinya adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen Waktu 

Penugasan yang berlangsung selama beberapa hari menyebabkan atasan 

tidak berada di tempat, sehingga menjadi kendala bagi penulis dalam 

meminta koreksi dan masukan. Selain itu, proses aktualisasi Pelatihan 

Dasar CPNS juga memiliki batas waktu tertentu, sedangkan penyusunan 

buku saku memerlukan riset, desain hingga sosialisasi. 

Untuk menghadapi kendala tersebut, strategi yang ditempuh penulis 

adalah berupaya proaktif dalam melakukan koordinasi baik melalui 

online maupun offline (tatap muka langsung), guna memastikan seluruh 

rangkaian kegiatan terlaksana sesuai jadwal. Penulis juga membuat 

timeline kerja dengan prioritas utama (penyusunan konten terlebih 

dahulu, desain kemudian). Untuk efisiensi waktu desain, penulis 

menggunakan aplikasi desain cepat yaitu canva. 
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2. Kurangnya literasi digital 

Dalam penyusunan buku saku keprotokolan, pemanfaatan teknologi 

informasi melalui aplikasi desain grafis menjadi hal yang penting. 

Namun, karena penulis memiliki keterampilan desain grafis yang 

minim, kondisi ini menjadi kendala tersendiri untuk penulis. 

Untuk menanggulangi hal tersebut, penulis menggunakan aplikasi 

desain cepat yaitu canva. Penulis juga meminta bantuan kepada 

illustrator dalam proses pembuatan desain agar pembuatan buku saku 

tetap berjalan sesuai dengan timeline yang sudah dibuat. 

3. Keterbatasan Pemahaman terkait isi materi buku saku 

Dalam pembuatan buku saku, tentunya penulis membutuhkan masukan 

dan saran dari pihak-pihak terdekat penulis, yaitu teman teman 

seangkatan di bagian protokol. Namun, tidak semua pegawai memahami 

secara detail aturan berpakaian, etika dan tugas protokol. Kondisi ini 

berisiko isi buku saku bisa kurang sesuai standar jika hanya 

mengandalkan pengetahuan pribadi dan pengetahuan teman seangkatan 

penulis. 

Strategi yang penulis lakukan untuk menghadapi kendala ini adalah 

dengan melakukan studi literatus dari regulasi resmi yaitu UU tentang 

Keprotokolan, Persekjen DPR RI dan juga buku pedoman lainnya yang 

berkaitan dengan keprotokolan. Penulis juga melibatkan mentor dan 

juga Kasubbag dalam proses penyusunan konten agar valid dan sesuai 

dengan SOP. Selain itu, penulis melakukan benchmarking dengan 

instansi lain seperti MPR RI yang juga memiliki petugas protokol dan 

paduan serupa. 

 

D. Analisis Dampak 

Petugas protokol memiliki peran yang sangat penting dalam suatu 

kegiatan, khususnya acara yang dihadiri oleh pimpinan institusi maupun 

organisasi. Keberhasilan kegiatan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam 

mengarahkan, mengatur dan mengendalikan faktor oendukung agar tujuan 

tercapai.  

Petugas protokol merupakan citra dari suatu Lembaga/instansi. Visual 

merupakan hal pertama yang dilihat saat melakukan kegiatan keprotokolan. 
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Visual tidak hanya tentang paras, namun juga tentang tata cara berpakaian dan 

kerahipan dalam berbusana.  

Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kerapihan dalam 

berpakaian pada tugas keprotokolan cukup berdampak terhadap citra Lembaga 

dan profesionalisme ASN. Penampilan yang tidak sesuai standar akan 

mempengaruhi persepsi publik maupun tamu negara terhadap kualitas 

pelayanan Biro Protokol dan Humas khususnya di lingkungan Setjen DPR RI, 

sehingga menurunkan wibawa instansi. Selain itu, ASN yang tidak 

berpenampilan rapi berpotensi dianggap kurang disiplin dan tidak 

mencerminkan nilai BerAKHLAK khususnya Berorientasi Pelayanan dan 

Akuntabilitas. Dalam konteks Smart Governancepun hal ini menjadi hambatan 

dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan modern. Apabila 

permasalahan ini tidak segera ditangani, kinerja protokol berpotensi kehilangan 

konsistensi, tingkat kepatuhan terhadap SOP dapat menurun, serta dapat 

berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap instansi. Oleh 

karena itu, penyusunan buku saku ini merupakan langkah strategis yang tepat 

untuk menyediakan pedoman praktis, meningkatkan kesadaran ASN, serta 

memastikan standar kerapihan penampilan dijalankan secara seragam dan 

berkesinambungan. Pembuatan buku saku dan infografis tentang 

berpenampilan bagi seorang protokol memiliki keterkaitan erat dengan tiga 

indikator Smart ASN, yaitu integritas, profesionalisme, dan kemampuan 

networking. Dengan adanya buku saku, protokol memiliki pedoman yang jelas 

mengenai aturan berpakaian sehingga mampu menjaga integritas melalui 

penampilan yang rapi, sopan, dan mencerminkan wibawa lembaga. Hal ini juga 

mendorong peningkatan profesionalisme, karena protokol tampil sesuai 

standar yang telah ditetapkan, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan 

kepercayaan pimpinan maupun tamu undangan terhadap kinerja mereka. Selain 

itu, buku saku turut mendukung networking atau kemampuan membangun 

jejaring, karena penampilan yang seragam dan profesional akan memudahkan 

protokol dalam memberikan pelayanan prima, menjaga citra positif lembaga, 

serta membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, khususnya tamu 

VIP maupun VVIP. Dengan demikian, buku saku ini tidak hanya berfungsi 

sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam mewujudkan 

Smart ASN yang berdaya saing. 



46 
 

 

 

E. Jadwal Kegiatan 

Berikut merupakan uraian jadwal kegiatan aktualisasi yang direncanakan 

penulis:  

Tabel 4.2 Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

 

No Kegiatan/Tahapan Kegiatan 
SEPTEMBER 

I II III IV  

1. Penyusunan Perencanaan Kegiatan      

 • Menyiapkan agenda dan jadwal 

kegiatan aktualisasi 

     

 • Melakukan konsultasi dengan mentor 

terkait rencana pelaksanaan kegiatan 

     

2. Penyusunan Buku saku paduan 

berpenampilan dalam keprotokolan 

     

 • Menyiapkan konten buku saku yang 

bersi ringkasan aturan dan tata cara 

berpakaian keprotokolan 

     

3. Sosialisasi Buku Saku Keprotokolan      

 • Mensosialisasikan draft buku saku 

tentang ringkasan aturan keprotokolan 

dan Paduan berpenampilan dalam 

keprotokoan 

     

 • Memperkenalkan buku saku dan 

meminta saran serta masukan 

Kasubbag, Kabag dan teman teman di 

unit kerja untuk perbaikan buku saku 

     

4 Monitoring dan Evaluasi      

 • Melakukan revisi dan perbaikan 

berdasarkan saran dan masukan 

     

 • Mendistribusikan buku saku ke Bagian 

Protokol 
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BAB V 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

 

A. Jadwal Pelaksaan Aktualisasi 

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah 

disusun sebelumnya. Setiap kegiatan dan tahapan kegiatannya dapat terlaksana tepat 

waktu dan sesuai rencana, tanpa mengalami hambatan yang berarti. Seluruh kegiatan 

juga berlangsung dengan baik dan lancar, berkat koordinasi yang efektif antara penulis, 

mentor, serta pihak-pihak terkait.  

Tabel 5.1 Matriks Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi 

No Kegiatan/Tahapan Kegiatan 
SEPTEMBER 

I II III IV 

1. Penyusunan Perencanaan Kegiatan     

 • Menyiapkan agenda dan jadwal kegiatan 

aktualisasi 

    

 • Melakukan konsultasi dengan mentor terkait 

rencana pelaksanaan kegiatan 

    

2. Penyusunan Buku saku paduan berpenampilan 

dalam keprotokolan 

    

 • Menyiapkan konten buku saku yang bersi 

ringkasan aturan dan tata cara berpakaian 

keprotokolan 

    

 • Koordinasi dengan Coach dan Mentor 

mengenai draft buku saku 

    

3. Sosialisasi Buku Saku Keprotokolan     

 • Mensosialisasikan draft buku saku tentang 

ringkasan aturan keprotokolan dan Paduan 

berpenampilan dalam keprotokoan 

    

 • Memperkenalkan buku saku dan meminta 

saran serta masukan Kasubbag, Kabag dan 

teman teman di unit kerja untuk perbaikan 

buku saku 

    

4 Monitoring dan Evaluasi     
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 • Melakukan revisi dan perbaikan berdasarkan 

saran dan masukan 

    

 • Mendistribusikan buku saku ke Bagian 

Protokol 

    

B. Penjelasan Kegiatan Aktualisasi 

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan secara rinci setiap kegiatan dan 

tahapan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan. Penjelasan mencakup uraian 

kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi, pihak yang terlibat, serta hasil yang diperoleh pada 

masing-masing tahap. Uraian ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas 

mengenai proses penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan aktualisasi sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

1. Penyusunan perencanaan kegiatan 

Tahapan awal yang dilakukan oleh penulis adalah penyusunan perencanaan 

kegiatan dalam pembuatan buku saku berjudul “The Art of Protocol Appearance”. 

Pada tahap ini, penulis melakukan identifikasi tujuan, sasaran, serta manfaat 

kegiatan, yaitu untuk memberikan panduan tentang kerapihan dan etika berpakaian 

bagi petugas protokol di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Selain itu, penulis juga menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan 

yang meliputi tahapan pengumpulan data, penulisan konten, desain, serta proses 

validasi materi oleh mentor dan pihak terkait. Penyusunan perencanaan ini 

dilakukan agar seluruh proses pembuatan buku saku dapat berjalan terarah, 

sistematis, dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

Tahapan kegiatan dan Evidence 

a. Menyiapkan agenda dan jadwal kegiatan aktualisasi 

Pada tahap awal ini, penulis melakukan penyusunan agenda serta jadwal 

kegiatan aktualisasi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan 

buku saku “The Art of Protocol Appearance”. 

Penyusunan jadwal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan 

kegiatan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—dapat 

berjalan terstruktur, efisien, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Dalam proses penyusunannya, penulis berkoordinasi dengan mentor dan atasan 

langsung untuk menyesuaikan jadwal aktualisasi dengan agenda kerja di unit 

Protokol Setjen DPR RI, sehingga kegiatan tidak mengganggu tugas kedinasan 
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yang sedang berjalan. Jadwal kegiatan kemudian dituangkan dalam bentuk 

tabel atau matriks waktu yang menjadi panduan utama selama proses 

aktualisasi berlangsung. 

 

 

Gambar 5.1 Agenda kegiatan aktualisasi yang akan dikonsultasikan kepada mentor  

 

• Keterkaitan substansi mata pelatihan: 

Kegiatan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK, Manajemen ASN, 

dan SMART ASN. Dalam nilai BerAKHLAK, kegiatan ini menunjukkan sikap 

Akuntabel melalui pelaksanaan tugas yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab; 

Kompeten dengan penyusunan jadwal yang sesuai kebutuhan dan tujuan kegiatan; 

serta Loyal melalui perencanaan yang mendukung keberhasilan program organisasi. 

Dari aspek Manajemen ASN, kegiatan ini mendukung fungsi ASN sebagai pelayan 

publik dengan menghadirkan buku saku yang meningkatkan profesionalitas dan 

kualitas layanan keprotokolan. 

Sementara dalam prinsip SMART ASN, kegiatan ini mencerminkan semangat 

Hospitality dengan pemanfaatan media modern untuk menyebarluaskan standar 

kerapihan berpakaian, serta nilai Inovatif melalui pembuatan buku saku digital 

sebagai bentuk inovasi pelayanan internal. 

 

• Kontribusi terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Dengan perencanaan yang disusun secara matang, diharapkan terwujud buku saku 

panduan berpenampilan keprotokolan yang lebih berkualitas dan akuntabel, sehingga 

dapat mendukung pencapaian misi Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu memberikan 
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dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. 

Selain itu, melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan keseragaman, 

profesionalitas, serta citra positif petugas protokol dalam melaksanakan tugasnya. 

Hasil dari kegiatan ini juga menjadi bentuk kontribusi nyata ASN dalam menciptakan 

budaya kerja yang tertib, beretika, dan berorientasi pelayanan di lingkungan Setjen 

DPR RI. 

 

b. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait recana pelaksanaan 

kegiatan 

Tahapan kedua yang dilakukan adalah melakukan konsultasi dengan mentor 

terkait rencana pelaksanaan kegiatan. Setelah jadwal dan agenda kegiatan 

tersusun, penulis berkonsultasi dengan mentor untuk memperoleh arahan, 

masukan, dan penyelarasan terhadap rencana yang telah dibuat. Kegiatan ini 

dilakukan agar setiap langkah pelaksanaan aktualisasi dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran Latsar, serta sejalan dengan visi, misi, dan tugas 

fungsi unit kerja, khususnya di Bagian Protokol Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Melalui konsultasi ini, penulis mendapatkan panduan dalam menyempurnakan 

rencana kegiatan, menyesuaikan jadwal dengan kondisi lapangan, serta 

memastikan bahwa kegiatan pembuatan buku saku “The Art of Protocol 

Appearance” dapat terlaksana secara efektif, terarah, dan memberikan manfaat 

nyata bagi peningkatan profesionalitas petugas protokol. 

 

Gambar 5.2 Hasil dari mentoring pertama 
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 Gambar 5.3 Konsultasi dengan mentor terkait agenda dan perencanaan pembuatan buku saku  

 

• Keterkaitan substansi mata pelatihan: 

Kegiatan konsultasi dengan mentor memiliki keterkaitan yang erat dengan substansi 

mata pelatihan nilai-nilai dasar ASN (BerAKHLAK) dan Manajemen ASN. Dalam 

penerapan nilai BerAKHLAK, kegiatan ini mencerminkan semangat berorientasi 

pelayanan, di mana upaya menciptakan hasil kerja yang optimal dilakukan melalui 

perencanaan yang matang dan dukungan konsultasi dari mentor sebagai bagian dari 

proses perbaikan berkelanjutan. Nilai kompeten tercermin dari pelaksanaan 

konsultasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, serta 

kualitas diri agar mampu menghasilkan kinerja yang terbaik. Selanjutnya, nilai 

harmonis diwujudkan melalui komunikasi yang baik antara penulis dan mentor guna 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan hubungan kerja yang positif. Selain 

itu, kegiatan ini juga menunjukkan nilai kolaboratif, dengan membangun sinergi 

antara penulis, mentor, dan rekan kerja dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan aktualisasi. 

Dari aspek Manajemen ASN, kegiatan ini mendukung fungsi ASN sebagai 

pelaksana kebijakan publik, karena konsultasi dilakukan untuk memastikan bahwa 

rencana penyusunan buku saku “The Art of Protocol Appearance” telah sejalan 

dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Sebagai pelayan publik, kegiatan ini 

juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan agar lebih 

profesional dan berkualitas. Selain itu, kegiatan ini mencerminkan fungsi ASN 

sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dengan menghadirkan panduan 

keseragaman berpakaian bagi petugas protokol yang memperkuat citra positif 

lembaga serta menumbuhkan rasa kebersamaan di lingkungan kerja. 
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• Kontribusi terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Dengan berkonsultasi bersama mentor, diharapkan penyusunan buku saku ini dapat 

menghasilkan panduan yang selaras dengan tugas dan fungsi Bagian Protokol, yaitu 

melaksanakan dukungan keprotokolan dalam berbagai kegiatan, baik pada acara 

Pimpinan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI, alat kelengkapan dewan (AKD), 

maupun upacara kedinasan di lingkungan DPR RI. Melalui penyusunan buku saku 

ini, pelaksanaan dukungan keprotokolan diharapkan menjadi lebih seragam, tertib, 

dan mencerminkan profesionalitas petugas protokol. 

 

2. Penyusunan buku saku paduan berpenampilan dalam keprotokolan 

Kegiatan kedua yang dilaksanakan adalah penyusunan buku saku panduan berpenampilan 

dalam keprotokolan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari tahap perencanaan dan 

konsultasi sebelumnya, yang bertujuan untuk menyusun panduan tertulis mengenai standar 

kerapihan dan etika berpakaian bagi petugas protokol di lingkungan Sekretariat Jenderal 

DPR RI. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pedoman yang seragam, praktis, dan 

mudah dipahami, sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh petugas dalam menampilkan 

citra profesional dan berwibawa sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. 

a. Menyiapkan konten buku saku yang berisi ringkasan aturan dan tata cara 

berpakaian keprotokolan 

Pada tahap ini, penulis melakukan penyusunan dan pengumpulan konten yang akan 

dimuat dalam buku saku berjudul “The Art of Protocol Appearance”. Kegiatan ini 

diawali dengan mengidentifikasi serta merangkum ketentuan dan tata cara berpakaian 

petugas protokol, yang bersumber dari pedoman internal Sekretariat Jenderal DPR RI 

serta referensi lain yang relevan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memastikan 

bahwa seluruh isi buku saku akurat, sistematis, dan sesuai dengan aturan 

keprotokolan, sehingga dapat menjadi panduan praktis bagi petugas protokol dalam 

menjaga kerapihan, keseragaman, serta profesionalitas penampilan saat 

melaksanakan tugas. 

 

Gambar 5.4 Bahan-bahan isian Buku Saku 
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Gambar 5.5 Design awal dari buku saku “The Art of Protocol Appearance” 

 

• Keterkaitan substansi mata pelatihan: 

Tahapan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai BerAKHLAK dan 

substansi mata pelatihan Manajemen ASN serta SMART ASN. Nilai Akuntabel 

tercermin melalui pelaksanaan tugas yang menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, 

ketelitian, tanggung jawab, serta integritas dalam setiap langkah penyusunan draf 

buku saku. Nilai Kompeten diwujudkan melalui semangat untuk terus belajar dan 

menghasilkan karya terbaik dengan membantu rekan lain memahami pedoman 

berpakaian keprotokolan. Nilai Harmonis juga tampak dalam upaya menciptakan 

keseragaman penampilan yang memperkuat citra kebersamaan dan soliditas tim 

protokol. 

Dari sisi Manajemen ASN, kegiatan ini merepresentasikan fungsi ASN sebagai 

pelaksana kebijakan publik, di mana draf buku saku menjadi wujud implementasi 

kebijakan keprotokolan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. ASN 

berperan penting dalam menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam bentuk panduan 

praktis yang mudah dipahami dan diterapkan. 

Selanjutnya, dalam konteks SMART ASN, kegiatan ini menggambarkan penguasaan 

teknologi informasi karena buku saku disusun dalam format digital yang mudah 

diakses kapanpun dan di manapun. Selain itu, penyusunan buku ini menunjukkan 

wawasan global dan profesionalisme ASN melalui penerapan standar penampilan 

yang seragam dan berkelas internasional. Terakhir, nilai melayani dan adaptif 

tercermin dari tujuan utama buku saku ini, yaitu mempermudah petugas dalam 

menjalankan tugas protokoler agar pelayanan publik dapat berlangsung secara 

optimal. 
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• Kontribusi terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Kegiatan penyusunan buku saku keprotokolan ini memberikan kontribusi nyata 

terhadap pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya dalam 

mewujudkan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR 

RI. Selaras dengan nilai Loyal, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga 

nama baik dan citra positif organisasi melalui peningkatan profesionalisme dalam 

pelaksanaan keprotokolan. Dengan adanya buku saku ini, pelaksanaan tugas 

protokoler dapat dilakukan secara lebih seragam, tertib, dan berstandar tinggi, 

sehingga mendukung terciptanya pelayanan keprotokolan yang berkualitas, efektif, 

dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan organisasi. 

 

b. Koordinasi dengan Coach dan Mentor mengenai draft buku saku 

Pada tahapan ini, penulis melakukan koordinasi dengan Coach dan Mentor terkait draft 

buku saku “The Art of Protocol of Appearance” yang telah disusun. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memperoleh masukan, koreksi, serta arahan dalam penyempurnaan isi 

dan tampilan buku saku agar sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN serta mendukung 

peningkatan profesionalisme petugas protokol di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR 

RI. 

 

           

Gambar 5.6 Cover Buku Saku sebelum dan sesudah konsultasi dengan Coach dan Mentor 

• Keterkaitan substansi mata pelatihan: 

Tahapan kegiatan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan substansi pelatihan Latsar 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), khususnya dalam penerapan nilai-nilai dasar 

ASN BerAKHLAK, penguatan peran dan kedudukan ASN, serta penerapan Core 
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Values ASN dan Whole of Government Approach dalam pelaksanaan tugas 

kedinasan. 

Melalui kegiatan koordinasi dengan Coach dan Mentor, penulis menerapkan nilai 

Kolaboratif, yakni dengan membangun komunikasi yang efektif, menerima 

masukan, serta berdiskusi secara terbuka untuk menghasilkan buku saku yang lebih 

baik. Nilai Akuntabel juga tercermin dari upaya penulis untuk 

mempertanggungjawabkan setiap isi dan desain buku saku agar sesuai dengan 

ketentuan dan pedoman etika keprotokolan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR 

RI. Selain itu, nilai Adaptif terlihat dari kesediaan penulis untuk menyesuaikan 

konsep dan isi buku saku berdasarkan saran yang diberikan oleh Coach dan Mentor 

demi mencapai hasil yang optimal. 

Kegiatan ini juga menunjukkan penerapan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan 

publik dan pelayan publik, di mana penulis berupaya mendukung peningkatan 

profesionalitas petugas protokol melalui penyusunan panduan berpakaian yang baik, 

rapi, dan beretika. Buku saku ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi 

rekan kerja dalam menjaga citra dan wibawa lembaga. 

Selain itu, koordinasi yang dilakukan mencerminkan penerapan prinsip Whole of 

Government Approach, yaitu bekerja secara sinergis dan terintegrasi antara CPNS, 

Coach, dan Mentor untuk menghasilkan produk yang sejalan dengan visi dan misi 

organisasi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap capaian 

aktualisasi individu, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang 

profesional, modern, dan berintegritas sesuai dengan nilai dasar ASN. 

 

• Kontribusi terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Tahapan kegiatan ini berkontribusi secara langsung terhadap visi Sekretariat 

Jenderal DPR RI, yaitu “Menjadi Sekretariat Jenderal DPR RI yang Profesional 

dan Modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia.” Melalui koordinasi dengan Coach dan Mentor, penulis 

berupaya menyusun buku saku The Art of Protocol of Appearance secara profesional, 

dengan memperhatikan ketepatan isi, kesesuaian tata nilai, serta kejelasan desain agar 

dapat digunakan sebagai pedoman berpakaian yang modern bagi petugas protokol di 

lingkungan Setjen DPR RI. 

Kegiatan koordinasi ini juga mendukung pelaksanaan misi Sekretariat Jenderal 

DPR RI, khususnya misi “Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.” Dengan adanya koordinasi yang baik, buku 

saku yang dihasilkan akan membantu petugas protokol dalam memberikan pelayanan 

yang lebih prima, rapi, dan beretika saat mendukung berbagai kegiatan kedewanan. 
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Hal ini sejalan dengan semangat profesionalisme dan peningkatan kualitas pelayanan 

publik yang diusung oleh Setjen DPR RI. 

Selain itu, proses koordinasi ini mencerminkan penerapan budaya kerja yang 

kolaboratif dan akuntabel, yang menjadi bagian dari modernisasi birokrasi di 

lingkungan Setjen DPR RI. Hasil koordinasi dengan Coach dan Mentor memastikan 

bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat secara teknis, tetapi juga 

memperkuat citra lembaga sebagai organisasi yang menjunjung tinggi etika, estetika, 

dan profesionalitas dalam setiap pelaksanaan tugas keprotokolan. 

 

3. Sosialisasi Buku Saku Keprotokolan 

Kegiatan ketiga yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Buku Saku Keprotokolan berjudul 

“The Art of Protocol Appearance”. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan isi dan 

manfaat buku saku kepada seluruh pegawai, khususnya petugas protokol di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR RI. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai dapat 

memahami dan menerapkan panduan berpenampilan secara seragam sesuai dengan standar 

keprotokolan yang berlaku, sehingga pelaksanaan tugas keprotokolan dapat berjalan lebih 

profesional, tertib, dan mencerminkan citra positif lembaga. 

a. Mensosialisasikan draft buku saku tentang ringkasan aturan keprotokolan dan 

panduan berpenampilan dalam keprotokoan 

Tahapan pertama dari kegiatan sosialisasi ini adalah mensosialisasikan draf buku saku 

tentang ringkasan aturan keprotokolan dan panduan berpenampilan dalam 

keprotokolan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 19 September 2025, bertempat di 

ruang basement protokol Gedung Nusantara III pada pukul 09.30 WIB-11.30 WIB. 

Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh masukan, tanggapan, 

serta penyempurnaan isi buku saku “The Art of Protocol Appearance” sebelum 

disebarluaskan secara resmi. Melalui tahapan ini, penulis berupaya memastikan 

bahwa seluruh materi yang termuat dalam buku saku telah sesuai dengan ketentuan 

keprotokolan yang berlaku dan relevan dengan kebutuhan petugas protokol di 

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. 
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Gambar 5.7 Undangan Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi 

• Keterkaitan substansi mata pelatihan: 

Kegiatan ini memperkuat penerapan nilai Akuntabel, yang tercermin melalui 

pencetakan dan penyebaran draf buku saku sebagai bentuk tanggung jawab dan 

transparansi kinerja. Langkah ini memungkinkan pihak terkait untuk melakukan 

pemeriksaan, memberikan masukan, serta melakukan perbaikan sebelum buku saku 

“The Art of Protocol Appearance” disahkan secara resmi. Sosialisasi draf buku saku 

keprotokolan juga merupakan implementasi fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan 

publik dan pelayan publik, karena melalui panduan tertulis ini, ASN memastikan 

aturan keprotokolan dapat diterapkan secara seragam, tertib, dan profesional. Selain 

itu, kegiatan ini mendukung fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sebab 

keteraturan dan keseragaman dalam protokol turut menjaga wibawa lembaga negara 

serta memperkuat citra positif instansi. 

Dari sisi SMART ASN, kegiatan ini mencerminkan penguasaan teknologi informasi 

melalui pemanfaatan perangkat komputer, desain grafis, dan aplikasi penyusunan 

konten dalam proses perancangan serta penyuntingan buku saku. Pelibatan berbagai 

pihak dalam sosialisasi juga menunjukkan kemampuan ASN dalam membangun 

jejaring (networking) dan kolaborasi yang baik, sehingga diharapkan buku saku yang 

dihasilkan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan petugas protokol serta 

mendukung peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan di lingkungan Sekretariat 

Jenderal DPR RI. 

 

• Kontribusi terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat dihasilkan produk berupa buku saku “The Art 

of Protocol Appearance” yang sesuai dengan standar dan kebutuhan unit kerja, 
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khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas keprotokolan. Kegiatan ini sejalan 

dengan visi Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu “Menjadi Sekretariat Jenderal yang 

Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia.” Dengan tersusunnya buku saku yang informatif, seragam, dan mudah 

diterapkan, diharapkan pelaksanaan tugas keprotokolan dapat berjalan lebih tertib, 

profesional, serta mencerminkan citra modern birokrasi yang adaptif terhadap 

perkembangan zaman. 

 

b. Memperkenalkan buku saku keprotokolan dan meminta saran masukan 

kepada mentor, Kasubbag, Kabag serta teman-teman di unit kerja 

protokol untuk perbaikan 

 

Pada tahap ini, penulis melakukan kegiatan memperkenalkan buku saku keprotokolan 

berjudul “The Art of Protocol Appearance” kepada mentor, Kasubbag, Kabag, serta 

rekan-rekan di unit kerja Protokol. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh 

masukan, saran, dan tanggapan terkait isi serta tampilan buku saku sebelum disahkan 

dan disosialisasikan secara luas. Melalui proses diskusi dan umpan balik tersebut, 

diharapkan buku saku yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif, mudah dipahami, 

dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas keprotokolan di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR RI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.8 Barcode dari buku saku “The Art of Protocol Appearance”  
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Gambar 5.9 Screenshot dari memperkenalkan buku saku” The Art of Protocol Appearance” dan meminta masukan kepada 
seluruh protokol di Setjen DPR RI 

              

Gambar 5.10 Sosialisasi kepada Pimpinan, Senior serta rekan-rekan CPNS terkait buku saku “The Art of 
Protocol Appearance” 

 

 

• Keterkaitan substansi mata pelatihan 

Tahapan ini selaras dengan nilai-nilai dasar BerAKHLAK ASN, khususnya nilai 

Harmonis, Kolaboratif, Akuntabel, dan Kompeten. Nilai Harmonis tercermin melalui 

terciptanya suasana kerja yang kondusif dan interaksi positif antarpegawai selama 

proses sosialisasi, yang mendorong kolaborasi dan saling menghargai pendapat. Nilai 

Kolaboratif diwujudkan dengan pelibatan berbagai pihak seperti mentor, atasan, dan 

rekan kerja dalam proses penyempurnaan isi buku saku, sehingga menghasilkan 

panduan yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi organisasi. Nilai Akuntabel 

tampak dari upaya memastikan seluruh konten buku saku valid, sesuai dengan 
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peraturan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. 

Sementara itu, nilai Kompeten tercermin dalam perbaikan substansi buku agar lebih 

tepat guna, memperkuat kualitas informasi, dan meningkatkan profesionalisme 

petugas protokol dalam menjalankan tugasnya. 

Selain itu, kegiatan ini juga memiliki keterkaitan dengan mata pelatihan Manajemen 

ASN dan konsep SMART ASN, khususnya pada indikator networking. Pelibatan 

berbagai pihak dalam proses sosialisasi menunjukkan peran ASN sebagai perekat dan 

pemersatu bangsa, karena membangun semangat kebersamaan dalam menghasilkan 

panduan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan. Dengan 

adanya komunikasi dan pertukaran ide melalui kegiatan ini, diharapkan buku saku 

keprotokolan yang dihasilkan dapat benar-benar memenuhi kebutuhan petugas dan 

mendukung terciptanya ASN yang profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan. 

• Kontribusi terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat dihasilkan produk berupa buku saku “The Art 

of Protocol Appearance” yang sesuai dengan standar dan kebutuhan unit kerja, 

khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas keprotokolan di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan ini sejalan dengan visi Sekretariat Jenderal 

DPR RI, yaitu “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam 

mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Dengan adanya 

buku saku ini, diharapkan pelaksanaan tugas keprotokolan dapat dilakukan secara 

lebih profesional, tertib, dan seragam, sehingga turut memperkuat citra organisasi 

yang modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan prima. 

 

4. Monitoring dan evaluasi 

Kegiatan keempat yang dilaksanakan adalah Monitoring dan Evaluasi terhadap 

pelaksanaan penyusunan dan sosialisasi buku saku “The Art of Protocol Appearance.” 

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan berjalan 

sesuai dengan rencana, serta untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang 

masih perlu diperbaiki. Dalam pelaksanaannya, penulis juga menyebarkan Google Form 

kepada para responden sebagai sarana untuk menghimpun umpan balik dan masukan 

konstruktif terhadap isi maupun tampilan e-book tersebut. Melalui proses monitoring dan 

evaluasi ini, diharapkan diperoleh data dan tanggapan yang komprehensif sebagai dasar 

penyempurnaan buku saku, sehingga hasil akhir benar-benar relevan, bermanfaat, dan 
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mendukung peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas keprotokolan di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR RI.        

Berikut merupakan hasil survey dari Google Form yang saya sebarkan melalui WhatsApp  

 

Gambar 5.11 Diagram hasil survey sub-bagian melalui Google Form 

Berdasarkan hasil survei yang disebarkan melalui Google Form, diperoleh data dari 

sebanyak 27 responden yang berasal dari berbagai subbagian di lingkungan keprotokolan. 

Hasil rekapitulasi ditampilkan pada diagram lingkaran berikut. Dari data tersebut terlihat 

bahwa responden terbanyak berasal dari Subbagian Penyelenggaraan Upacara DPR RI & 

Setjen serta Subbagian Acara AKD, masing-masing dengan persentase sebesar 22,2% (6 

responden). Sementara itu, Subbagian Acara AKD (Badan) menyumbang 18,5% 

responden (5 responden), diikuti oleh Subbagian Acara AKD (Komisi) sebesar 14,8% (4 

responden), dan Subbagian Acara Pimpinan DPR RI & Setjen sebesar 11,1% (3 

responden). 

Adapun sisanya berasal dari unit lain seperti Protokol Kemdikti, Set. Badan Legislasi, dan 

Protokol Kabupaten Karawang, masing-masing dengan persentase yang lebih kecil yaitu 

3,7% (1 responden). Hasil ini menunjukkan bahwa proses monitoring dan evaluasi telah 

melibatkan beragam perwakilan subbagian, sehingga masukan yang diperoleh dapat 

mencerminkan kebutuhan dan persepsi dari berbagai lini pelaksana keprotokolan.  

Dengan demikian, umpan balik yang dikumpulkan melalui survei ini dapat menjadi dasar 

yang komprehensif dalam melakukan penyempurnaan terhadap e-book “The Art of 

Protocol Appearance.” 
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Gambar 5.12 Diagram hasil survey mengenai Kejelasan Sosialisasi Ebook 

Berdasarkan hasil survei terhadap 27 responden, diperoleh data mengenai tingkat kejelasan 

materi sosialisasi e-book “The Art of Protocol Appearance.” Grafik di atas menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden (70,4%) memberikan penilaian “5” yang berarti 

materi sosialisasi disampaikan dengan sangat jelas. Sementara itu, sebanyak 29,6% 

responden memberikan nilai “4”, menandakan bahwa mereka menilai materi tersebut 

cukup jelas dan mudah dipahami. 

Tidak ada responden yang memberikan penilaian di bawah angka 4, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh peserta sosialisasi memahami isi dan tujuan dari e-book 

dengan baik. Hasil ini mencerminkan bahwa proses penyampaian materi telah berjalan 

secara efektif, komunikatif, dan sesuai dengan harapan peserta. 

 

Gambar 5.13 Diagram hasil survey seberapa penting kerapihan dalam penampilan petugas protokol 



63 
 

Berdasarkan hasil survei, dapat diketahui bahwa dari total 27 responden, sebanyak 24 

responden (88,9%) menilai bahwa kerapihan dalam penampilan petugas protokol sangat 

penting, sedangkan 3 responden (11,1%) menilai bahwa kerapihan penting. Tidak terdapat 

responden yang memberikan penilaian pada kategori 1, 2, atau 3. 

Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki 

pandangan bahwa kerapihan merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang 

profesionalitas dan citra petugas protokol. 

 

Gambar 5.14 Hasil survey mengenai “Apakah isi Ebook menambah wawasan Anda tentang standar 
penampilan petugas protokol”  

Berdasarkan hasil survei yang diikuti oleh 27 responden, diperoleh data mengenai tingkat 

peningkatan wawasan setelah membaca e-book “The Art of Protocol Appearance.” 

Berdasarkan diagram di atas, sebagian besar responden (81,5%) menyatakan bahwa isi e-

book sangat menambah wawasan mereka tentang standar penampilan petugas protokol. 

Sementara itu, 18,5% responden menyatakan bahwa e-book cukup menambah wawasan. 

Tidak terdapat responden yang memilih opsi “sedikit menambah wawasan” maupun “tidak 

menambah wawasan,” yang berarti seluruh peserta merasakan adanya manfaat dan 

pengetahuan baru dari isi e-book. Hasil ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan 

dalam e-book relevan, informatif, dan mampu meningkatkan pemahaman pembaca  

mengenai standar penampilan petugas protokol di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR 

RI. 
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Gambar 5.15 Kritik dan Saran dari hasil survey melalui Google Form 

Selain melalui pertanyaan tertutup, survei juga memuat kolom isian terbuka untuk 

memberikan saran dan masukan terhadap penyempurnaan e-book maupun kegiatan 

sosialisasi “The Art of Protocol Appearance.” Dari total 27 responden, ada 21 responden 

yang memberikan tanggapan, sebagian besar menyampaikan apresiasi positif terhadap isi 

dan penyajian e-book. 

Responden menilai bahwa e-book ini menambah pengetahuan dan wawasan, terutama 

bagi petugas protokol pemula dalam memahami pentingnya penampilan profesional dan 

penerapan standar operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa tanggapan 

menyebutkan bahwa e-book ini menarik, jelas, dan mudah dipahami, serta mampu 

merepresentasikan peran protokol dalam menjaga citra institusi. 

Secara umum, masukan yang diterima bersifat apresiatif dan mendukung keberlanjutan 

kegiatan serupa, dengan harapan agar e-book ini terus dikembangkan dan disosialisasikan 

lebih luas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

Gambar 5.16 Kritik dan Saran lainnya 

Selain itu, terdapat pula saran agar penjelasan dalam e-book dapat dibuat lebih ringkas dan 

padat, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami inti materi tanpa merasa terbebani 

dengan jumlah teks yang terlalu banyak. 
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Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa petugas protokol 

selayaknya senantiasa memperhatikan dan menjaga kerapihan dalam berpakaian sebagai 

wujud profesionalitas serta representasi citra lembaga. Selain itu, buku saku “The Art of 

Protocol Appearance” dinilai memiliki manfaat yang signifikan sebagai pedoman bagi 

petugas protokol dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam memahami ketentuan 

penggunaan pakaian dinas, meliputi Seragam Protokol Lapangan (SPL), Pakaian Dinas 

Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), serta pakaian outdoor, sesuai dengan 

situasi dan kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan. 

                   

Gambar 5.17 Berkonsultasi dengan mentor terkait hasil dari sosialisasi dan melakukan evaluasi 

 

 

Gambar 5.18 Screenshot hasil konsultasi dengan Coach 
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Gambar 5.19 Isi konten dari buku saku sebelum dilakukan revisi 

 
Gambar 5.20 Isi konten dari buku saku setelah revisi 

 

Di Gambar 5.19, ada sedikit kekosongan di cover buku saku, masukan dari mentor untuk menambahkan 

sedikit kata-kata yang biasa terdengar sebagai petugas protokol yaitu seperti “MONITOR” dan juga 

untuk isi buku saku terdapat Profil Pimpinan, saran dari coach, untuk profil pimpinan dihilanhkan saja. 

Di Gambar 5.20 bisa dilihat hasil revisi setelah mendapatkan masukan dari Mentor dan Coach, sehingga 

ada revisi pada bagian cover dan juga menghilangkan halaman Profil Pimpinan.  

• Keterkaitan substansi mata pelatihan 

Kegiatan ini merupakan implementasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK, khususnya nilai 

Berorientasi Pelayanan dan Kolaboratif. Nilai Berorientasi Pelayanan tercermin 

melalui semangat untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan demi 

menghasilkan hasil kerja yang terbaik dan bermanfaat bagi organisasi. Nilai 

Kolaboratif diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak dalam proses 

monitoring dan evaluasi, guna memperoleh masukan yang konstruktif dan 
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menghasilkan nilai tambah bagi penyempurnaan buku saku “The Art of Protocol 

Appearance.” 

Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan penerapan nilai Kompeten, Harmonis, 

Loyal, dan Adaptif. Nilai Kompeten tampak melalui peningkatan kemampuan 

petugas protokol dalam memahami pedoman berpakaian dan aturan keprotokolan 

yang berlaku. Nilai Harmonis tercermin dari terciptanya keseragaman dan 

kekompakan antarpegawai melalui distribusi buku saku yang meminimalkan 

perbedaan interpretasi aturan. Nilai Loyal terlihat dari kepatuhan pegawai terhadap 

pedoman resmi yang telah ditetapkan lembaga, sedangkan nilai Adaptif diwujudkan 

dengan penyusunan dan distribusi buku saku dalam bentuk digital sebagai bentuk 

kesiapan ASN menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan zaman. 

Dalam konteks Manajemen ASN, kegiatan ini mendukung peran ASN sebagai 

pelaksana kebijakan publik melalui penyediaan pedoman kerja resmi yang 

memperkuat pelaksanaan tugas keprotokolan. Selain itu, kegiatan ini juga 

menunjukkan fungsi ASN sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan 

terbaik dengan penampilan yang rapi, seragam, dan profesional, serta sebagai perekat 

dan pemersatu bangsa melalui konsistensi penampilan yang mencerminkan 

kewibawaan lembaga negara. 

Dari sisi SMART ASN, kegiatan monitoring dan evaluasi ini menunjukkan 

kemampuan networking melalui pelibatan berbagai pihak dalam proses penilaian, 

serta memperlihatkan integritas dan nasionalisme ASN dalam menjaga keakuratan isi 

buku saku dan mendukung citra positif lembaga negara. Selain itu, kegiatan ini juga 

mencerminkan jiwa entrepreneurship ASN, yakni berani berinovasi, kreatif, dan 

mengambil langkah-langkah pembaruan dalam meningkatkan mutu pelayanan 

publik. Pengesahan buku saku menjadi wujud integritas ASN dalam memastikan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan resmi dan mencegah terjadinya perbedaan 

standar atau pelanggaran etika penugasan. 

 

• Kontribusi terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendukung pencapaian misi Sekretariat 

Jenderal DPR RI, yaitu “Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi 

pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” 

Kegiatan ini juga merupakan bentuk implementasi dari visi Setjen DPR RI, yaitu 

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Pembuatan buku saku dan infografis 

keprotokolan menjadi wujud nyata penerapan prinsip profesionalisme dan 
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modernisasi pelayanan, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan 

keprotokolan di lingkungan DPR RI. 

 

C. Stakeholder 

a. Internal 

Dalam penyusunan buku saku elektronik keprotokolan ini, terdapat beberapa pihak yang 

terkait. Penulis melakukan koordinasi terkait bahan-bahan dan seluruh proses yang akan 

berlangsung dengan mentor. Kemudian, dalam penyempurnaan draf buku saku elektronik 

keprotokolan, penulis melibatkan Kasubbag Acara Alat Kelengkapan Dewan dan teman-

teman di Bagian Protokol untuk memberikan saran dan masukan sekaligus menjaring 

aspirasi guna mengetahui kebutuhan di lapangan. 

 

b. Eksternal 

Dalam penyusunan buku saku ini juga melibatkan stakeholder diluar organisasi yaitu 

diantaranya adalah Pimpinan DPR RI dan pimpinan Badan Legislasi sebagai objek yang 

dilayani oleh petugas protokol. Selain itu, penulis juga melibatkan Protokol Kementerian 

Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek) serta 

Protokol Pemerintah Kabupaten Karawang. Pelibatan pihak eksternal tersebut bertujuan 

untuk memperluas perspektif, memperoleh masukan yang lebih komprehensif terkait 

standar penampilan petugas protokol, serta meningkatkan relevansi dan kualitas isi buku 

saku “The Art of Protocol Appearance” agar dapat menjadi referensi yang lebih aplikatif 

dan sesuai dengan praktik keprotokolan di berbagai instansi.  

 

D. Kendala dan Strategi dalam Menghadapi Kendala 

Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, terdapat sejumlah kendala yang penulis hadapi. Adapun 

kendala yang dihadapi dan strategi yang ditempuh untuk mengatasinya adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen Waktu 

Penugasan yang berlangsung selama beberapa hari menyebabkan atasan tidak berada di 

tempat, sehingga menjadi kendala bagi penulis dalam meminta koreksi dan masukan. 

Selain itu, proses aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS juga memiliki batas waktu tertentu, 

sedangkan penyusunan buku saku memerlukan riset, desain hingga sosialisasi. 

Untuk menghadapi kendala tersebut, strategi yang ditempuh penulis adalah berupaya 

proaktif dalam melakukan koordinasi baik melalui online maupun offline (tatap muka 

langsung), guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan terlaksana sesuai jadwal. Penulis 

juga membuat timeline kerja dengan prioritas utama (penyusunan konten terlebih dahulu, 

desain kemudian). Untuk efisiensi waktu desain, penulis menggunakan aplikasi desain 

cepat yaitu canva. 

https://www.google.com/search?sca_esv=bbe3debe957613b7&sxsrf=AE3TifNvYHzkEtqkHKPWWcQ6PIIyERNOBQ%3A1759759328443&q=Kemdiktisaintek&sa=X&ved=2ahUKEwjTvqWt3o-QAxV4yzgGHaqqBrsQxccNegQIHxAC&mstk=AUtExfB02W5pqe3RqPvbxnUaHiGJhhhV9OsFH1YWlzUtk4erp814hPPYcvUzZpTdypMswVnCCiyqZwnmOx60fqMB4mQqTKqDyeZkwCD68fzqIp5k0af-6C48f6fM_nDI4-N-meNs-3gWxScGupKIm-nZC8KnmAGS_Iv6NF04pvGMFvuWnxc&csui=3
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2. Kurangnya literasi digital 

Dalam penyusunan buku saku keprotokolan, pemanfaatan teknologi informasi melalui 

aplikasi desain grafis menjadi hal yang penting. Namun, karena penulis memiliki 

keterampilan desain grafis yang minim, kondisi ini menjadi kendala tersendiri untuk 

penulis. 

Untuk menanggulangi hal tersebut, penulis menggunakan aplikasi desain cepat yaitu canva. 

Penulis juga meminta bantuan kepada illustrator dalam proses pembuatan desain agar 

pembuatan buku saku tetap berjalan sesuai dengan timeline yang sudah dibuat. 

3. Keterbatasan Pemahaman terkait isi materi buku saku 

Dalam pembuatan buku saku, tentunya penulis membutuhkan masukan dan saran dari 

pihak-pihak terdekat penulis, yaitu teman teman seangkatan di bagian protokol. Namun, 

tidak semua pegawai memahami secara detail aturan berpakaian, etika dan tugas protokol. 

Kondisi ini berisiko isi buku saku bisa kurang sesuai standar jika hanya mengandalkan 

pengetahuan pribadi dan pengetahuan teman seangkatan penulis. 

Strategi yang penulis lakukan untuk menghadapi kendala ini adalah dengan melakukan 

studi literatus dari regulasi resmi yaitu UU tentang Keprotokolan, Persekjen DPR RI dan 

juga buku pedoman lainnya yang berkaitan dengan keprotokolan. Penulis juga melibatkan 

mentor dan juga Kasubbag dalam proses penyusunan konten agar valid dan sesuai dengan 

SOP. Selain itu, penulis melakukan benchmarking dengan instansi lain seperti MPR RI dan 

Kemendiktisaintek yang juga memiliki petugas protokol dan paduan serupa. 

 

E. Analisis Dampak 

Kehadiran buku saku The Art of Protocol of Appearance memberikan dampak positif 

yang signifikan, baik terhadap peningkatan profesionalisme petugas protokol maupun 

terhadap budaya kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Buku saku ini 

menjadi panduan praktis yang membantu petugas memahami standar kerapihan, 

kesopanan, dan keserasian dalam berpakaian sesuai nilai-nilai keprotokolan dan etika 

ASN. 

Dampak utamanya dapat dianalisis melalui beberapa aspek sebagai berikut: 

1. Peningkatan Profesionalisme dan Citra Institusi 

Dengan adanya buku saku ini, petugas protokol memiliki pedoman seragam 

mengenai penampilan yang sesuai dengan tuntutan etika kedinasan. Hal ini 

meningkatkan keseragaman, kerapihan, dan profesionalitas dalam setiap kegiatan 

keprotokolan, sehingga turut memperkuat citra positif Sekretariat Jenderal DPR RI 

sebagai lembaga yang profesional, modern, dan berwibawa. 
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2. Implementasi Nilai-Nilai ASN BerAKHLAK 

Penerapan isi buku saku sejalan dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK: 

- Berorientasi Pelayanan: Petugas tampil rapi dan sopan sebagai bentuk 

pelayanan terbaik kepada pimpinan dan tamu negara. 

- Akuntabel: Menjaga penampilan menunjukkan tanggung jawab terhadap citra 

lembaga. 

- Kompeten: Petugas memahami tata cara berpakaian resmi sesuai standar 

keprotokolan. 

- Harmonis: Meningkatkan rasa saling menghargai antarpetugas melalui 

keseragaman dan kerja sama tim. 

- Loyal: Menjaga penampilan yang mencerminkan kehormatan instansi dan tugas 

kenegaraan. 

- Adaptif: Mampu menyesuaikan penampilan dengan situasi acara formal 

maupun nonformal secara tepat. 

- Kolaboratif: Buku saku disusun melalui kolaborasi antara pegawai baru dan 

senior, membangun budaya saling belajar. 

3. Dampak terhadap Lingkungan Kerja 

Setelah sosialisasi buku saku, terlihat peningkatan kesadaran pegawai terhadap 

pentingnya berpakaian sesuai pedoman. Lingkungan kerja menjadi lebih tertib, 

rapi, dan beretika, sehingga menciptakan suasana kerja yang lebih positif dan 

produktif. Petugas protokol menjadi teladan bagi pegawai lain dalam menjaga citra 

kelembagaan. 

Secara keseluruhan, buku saku The Art of Protocol of Appearance tidak hanya 

menjadi pedoman berpakaian, tetapi juga sarana internalisasi nilai ASN 

BerAKHLAK dan pembentukan budaya kerja profesional yang sejalan dengan visi 

Setjen DPR RI, yaitu menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern 

dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. 

 

Pembuatan buku saku ini memberikan berbagai dampak positif terhadap peningkatan 

profesionalisme dan citra kerja. Dampak tersebut dapat dilihat secara bertahap mulai 

dari jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang, yang masing-masing 

berkontribusi dalam membentuk sikap, disiplin, dan budaya kerja petugas protokol 

secara menyeluruh. 
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1. Dampak Jangka Pendek 

Pada jangka pendek, pembuatan buku saku mengenai pentingnya kerapihan dalam 

berpakaian bagi petugas protokol langsung memberikan pemahaman yang lebih 

baik tentang pentingnya penampilan yang rapi dan seragam. Petugas mulai 

menyadari bahwa penampilan yang profesional sangat mendukung kesan pertama 

yang diberikan kepada tamu dan pimpinan. Selain itu, mereka mulai menerapkan 

standar penampilan yang lebih terorganisir dan konsisten dalam setiap tugas yang 

mereka lakukan, sehingga menciptakan suasana kerja yang lebih tertib dan teratur. 

2. Dampak Jangka Menengah 

Dalam jangka menengah, dampak dari buku saku ini mulai terlihat dengan lebih 

jelas. Terbentuklah disiplin dan konsistensi berpakaian di lingkungan kerja, yang 

memperkuat budaya profesionalisme di antara petugas protokol. Kepercayaan 

pimpinan dan tamu terhadap kinerja petugas semakin meningkat karena penampilan 

yang terjaga dengan baik mencerminkan sikap dan dedikasi mereka terhadap 

pekerjaan. Buku saku ini juga menjadi alat yang efektif untuk pembinaan dan 

pelatihan anggota baru, sehingga mereka dapat langsung memahami standar yang 

diharapkan sejak awal bergabung. 

3. Dampak Jangka Panjang 

Pada jangka panjang, pembuatan buku saku ini berkontribusi pada terciptanya 

budaya kerja yang profesional, beretika, dan berwibawa di kalangan petugas 

protokol. Hal ini tak hanya memperkuat citra lembaga sebagai institusi yang 

modern, tertib, dan terorganisir, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-

nilai BerAKHLAK dan SMART ASN dalam memberikan pelayanan publik. 

Dengan penampilan yang selalu terjaga, petugas protokol menjadi simbol dari 

profesionalisme lembaga tersebut, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan 

publik terhadap kinerja instansi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penyusunan buku saku keprokolan “The Art of Protocol Appearance” ini 

merupakan langkah strategis dalam menjawab isu kurangnya pemahaman terkait 

pentingnya kerapihan berpakaian bagi petugas protokol. Melalui kegiatan ini, ASN 

di lingkungan biro protokol memperoleh pedoman praktis dan seragam mengenai 

standar penampilan, sehingga dapat meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta 

citra kelembagaan. Implementasi buku saku ini juga mendukung penerapan nilai-

nilai dasar ASN BerAKHLAK, terutama berorientasi pelayanan, akuntabel, dan 

loyalitas,  

Dalam penerapan nilai Berorientasi Pelayanan, terdapat tiga kode 

perilaku yang menjadi dasar penyusunan buku saku keprotokolan, yaitu:  

(1) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyusunan buku saku 

elektronik keprotokolan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan petugas 

protokol yang memerlukan alat bantu dalam mengingat aturan keprotokolan 

saat bertugas di lapangan. 

(2) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Untuk menjadi petugas 

protokol yang dapat diandalkan, diperlukan kemampuan memberikan 

pelayanan keprotokolan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

(3) Melakukan perbaikan tiada henti. Buku saku elektronik disusun agar 

memudahkan penambahan dan pembaruan aturan, sehingga dapat terus 

disesuaikan demi peningkatan kualitas pelayanan. 

Sementara itu, dalam penerapan nilai Akuntabel, terdapat tiga dasar yang juga 

mendasari penyusunan buku ini, yaitu:  

(1) Keterbukaan dan Kejelasan Informasi. Buku saku berisi standar penampilan 

protokol secara jelas, sehingga petugas protokol dapat memahami aturan 

dengan transparan dan mengurangi interpretasi yang berbeda. 

(2) Pertanggungjawaban atas Kualitas Produk Pembuatan buku saku harus melalui 

proses validasi dan pengkajian materi, sehingga isinya benar, akurat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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(3) Konsistensi dalam Implementasi. Buku saku menjadi pedoman resmi yang 

memastikan ASN selalu konsisten dalam berpenampilan sesuai aturan yang 

sudah ditetapkan 

Sedangkan untuk nilai Loyalitas, sebagai berikut: 

(1) Menjaga Reputasi dan Citra Lembaga. Buku saku membantu petugas protokol 

tampil rapi dan profesional, sebagai wujud kesetiaan dalam menjaga wibawa 

instansi di hadapan publik dan tamu negara. 

(2) Kesetiaan terhadap Peraturan dan Nilai Organisasi. Dengan menyediakan 

pedoman tertulis, ASN didorong untuk setia pada aturan yang berlaku serta 

berkomitmen menerapkannya dalam tugas sehari-hari. 

(3) Pengabdian untuk Meningkatkan Kualitas Layanan. Pembuatan buku saku 

merupakan bentuk loyalitas ASN dalam mendukung kualitas tugas 

keprotokolan agar semakin prima dan berkelas. 

 

Selain menerapkan nilai BerAkhlak, pembuatan buku saku ini diharapkan 

sekaligus memperkuat peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan 

masyarakat, dan perekat bangsa. Dari perspektif SMART Governance, aktualisasi 

ini berkontribusi dalam membangun birokrasi yang modern, responsif, dan 

berintegritas melalui pembiasaan budaya kerja yang tertib, rapi, serta 

mencerminkan hospitality. Dengan demikian, penyusunan buku saku tidak hanya 

menyelesaikan isu yang ada, tetapi juga menjadi inovasi kecil yang berkelanjutan 

untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan 

terpercaya. 

Pembuatan buku saku ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan protokol yang selaras dengan tuntutan Smart ASN. Buku saku 

ini berperan sebagai panduan praktis yang memastikan petugas protokol selalu 

tampil rapi, sopan, dan sesuai aturan, sehingga mencerminkan integritas ASN. 

Selain itu, pedoman tersebut mendorong peningkatan profesionalisme, karena 

penampilan yang seragam dan sesuai standar menunjukkan kesiapan dan 

keseriusan dalam menjalankan tugas. Lebih jauh, buku saku ini juga memperkuat 

networking, karena penampilan yang baik dan konsisten mendukung terciptanya 

citra positif lembaga, meningkatkan kepercayaan tamu undangan, serta 

mempermudah protokol dalam menjalin interaksi yang harmonis. Dengan 
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demikian, buku saku ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga 

sebagai wujud nyata implementasi indikator Smart ASN dalam tugas keprotokolan. 

 

B. Saran 

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan rancangan aktualisasi Pembuatan 

Buku Saku “The Art of Protocol Appearance” dan Infografis untuk 

Meningkatkan Pemahaman Terkait Pentingnya Kerapihan Berpakaian Saat 

Penugasan bagi Protokol ini hendaknya dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh 

seluruh petugas protokol sebagai pedoman resmi dalam menjaga kerapihan 

penampilan. Agar buku saku benar-benar optimal, diperlukan sosialisasi rutin dan 

integrasi dalam kegiatan briefing sebelum penugasan, sehingga pemahaman 

petugas protokol terhadap pentingnya kerapihan berpakaian semakin kuat dan 

seragam. 

Selain itu, monitoring dan evaluasi penerapan buku saku perlu dilakukan 

secara berkala untuk memastikan kepatuhan petugas protokol dalam menjaga 

penampilan sesuai standar keprotokolan. Evaluasi ini dapat dijadikan dasar 

perbaikan dan pengembangan, baik dalam bentuk revisi materi maupun 

penyusunan indikator penilaian disiplin berpakaian. Dengan demikian, penerapan 

buku saku tidak berhenti pada tataran formalitas, tetapi benar-benar menjadi 

budaya kerja yang berakar pada nilai Akuntabilitas dan Loyalitas ASN. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Buku Saku “The Art of Protocol Appearance” 

 

 

 

Dapat di akses di: 
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Laporan 2. Alat Bantu Mentoring, Alat Bantu Coaching dan Laporan Mingguan 

 

 



83 
 



84 
 



85 
 

 

  



86 
 



87 
 



88 
 



89 
 



90 
 



91 
 



92 
 



93 
 



94 
 



95 
 

  



96 
 



97 
 

 



98 
 

 



99 
 

 



100 
 

 



101 
 

 



102 
 

 



103 
 

 



104 
 

 



105 
 

 



106 
 

 



107 
 

 



108 
 



109 
 

 

  



110 
 

 

 Lampiran 3. Kegiatan Aktualisasi 
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Lampiran 4. Rencana Aksi Bela Negara 

 



114 
 



115 
 



116 
 



117 
 



118 
 



119 
 



120 
 



121 
 

 


